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Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan sebagai unit kerja penerapan Zona Integritas predikat Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK).

Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. Siswandriyono, S.H., M.Hum., menerima penghargaan sebagai Role Model pada
Pengadilan Tinggi yang diserahkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
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Diberikan kepada:

Pengadilan Tingqi Rian

Pengadilan Tinggi Riau memperoleh Peringkat Il Lomba Layanan Pengadilan PTSP Tahun 2023 yang diselenggarakan

oleh Badan Peradilan Umum.
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PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

Atas peccpdlon capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
an 2022

tahun anggar

'i'ERBAIK I

da pengadilan tingkat banding di Lingkungan
8adan Peradilan Umum Mahkamah Agung Ri dengan skor

5
82,90 -A (Memuaskan)
il Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Ri

BAMBANG MYANTO

Pengadilan Tinggi Riau memperoleh Peringkat Terbaik | atas pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2022.
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Memberkan

‘Penghargaan ‘Kepada

Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU
ST ASPERANARTE

MENDUKUNG KEBERHASILAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM
PEMELIHARAAN KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT
DAN PENEGAKKAN HUKUM DI:;(Z}JNSI RIAU
, 19 Dese 2023
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INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Ketua Pengadilan Tinggi Riau memperoleh penghargaan atas peran aktif mendukung keberhasilan tugas Kepolisian

dalam Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Penegakan Hukum di Provinsi Riau

DAERAH PADA WILAYAH HUKUMNYA

Jakarta, 30 November 2023
“DIREKTUR JENDERAL
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Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, Jon Efreddi, S.H., M.H., memperoleh apresiasi atas kontribusi dan dedikasi

terbaik dalam pelaksanaan pengawasan daerah pada wilayah hukumnya




HAKIM TINGGI PENCAWAS
% DAERAH TERBAIK
\:. Dr. H. PRAYITNO IMAN S, S.H., M.H.
(s ' APRESIASI ATAS KONTRIBUSI DAN DEDIKASI
%* TERBAIK DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN
. DAERAH PADA WILAYAH HUKUMNYA

Jakarta, 30 November 2023
DIREKTUR JENDERAL

BADAN UMUM
{ .
“BAMBANG MYANTO

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, Dr. H. Prayitno Iman S, S.H., M.H., memperoleh apresiasi atas kontribusi dan
dedikasi terbaik dalam pelaksanaan pengawasan daerah pada wilayah hukumnya.

Panitera Pengadilan Tinggi Riau, Tjatur Wahjoe B.S.P, S.H., M.Hum., memperoleh penghargaan Terbaik Il sebagai
Role Model Panitera pada Pengadilan Tinggi.
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Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Terbaik Pagu di bawah 10 Miliar Semester | Tahun Anggaran 2023 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Pekanbaru.
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SATUAN KERJA DENGAN PENYAMPAIAN SPM GAJI INDUK
TERCEPAT PERTAMA SEMESTER | TAHUN ANGGARAN 2023

Arif Khuzaini

Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Satuan Kerja Penyampaian SPM Gaji Induk Tercepat Pertama
Semester | Tahun Anggaran 2023 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru.
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ANGGARAN 2023
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Arif Khuzaini
Kepala KPPN Pekanbary

Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) Terbaik Pagu di bawah 10 Miliar Periode Tahun Anggaran 2023 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Pekanbaru.
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SATUAN KERJA DENGAN PENYAMPAIAN SPM GAJI INDUK TERCEPAT
PERTAMA PERIODE SEMESTER Il TAHUN ANGGARAN 2023
19 Februari 2024

Arif Knuzain
Kepala KPPN Pekanbaru

Pengadilan Tinggi Riau menerima penghargaan Satuan Kerja Penyampaian SPM Gaji Induk Tercepat Pertama
Periode Semester Il Tahun Anggaran 2023 dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru.




PENGADILAN TINGGI RIAU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI RIAU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau untuk Tahun Anggaran
2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam

Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi
atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang

disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pek. anbgru 2 Februari 2024
ftua Pe jadilan Tinggi Riau

ﬁ?f‘iké‘is andriyono, S.H., M.Hum



ran Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau
Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban
atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023. Laporan
Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020 - 2024. Penyusunan Laporan
Kinerja Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah
No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis
Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini berisi pelaksanaan tugas dan
fungsi, serta komitmen Pengadilan Tinggi Riau dalam mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan
tersebut menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan,
pencapaian kinerja dan realisasi anggaran. Kinerja Pengadilan Tinggi
Riau diukur atas dasar penilaian indikator kinerja Utama (IKU) yang
merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis
sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja tahun 2023 telah selaras dengan
target kinerja yang ditetapkan, meskipun masih ada indikator yang
belum mencapai target, namun beberapa indikator dapat melebihi
target. Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh
komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga
Pengadilan Tinggi Riau beserta seluruh jajaran Pengadilan Negeri di
bawahnya, masyarakat, dan stakeholder yang terlibat. Capaian
kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas
pelayanan publik serta terwujudnya aparatur Pengadilan yang
bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Akhir kata, saya selaku
pimpinan mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas
kerjasama seluruh pihak.

Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini bermanfaat
sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk
mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Pengadilan
Tinggi Riau.



BAB |

PENDAHULUAN

Latar BelaKaNG...........ccueeeviesueesiiesiiesieesieesieesiieesiseesseesiseas

Tugas POKOK daN FUNGSI ...........c.covcuvescueesiiresiiiesiiesiieesiisesssaninns
SErUKEUE OrGQNISASI v...vveuvveeieeeiieeieesiiieesieessiiessieessisessseessseessseen

IsU StrategiSHNL. . ................ccoeeeerirereeeeerenonsnonnadiiiit. ., 0 R 4
SistematikKa PENYQJIQN. ............ccccueveeecieeeeciieeesiieeeesieessiieaeessessssssnaes

BAB Il

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024...........cooeeueeeeeeeeesesiiiieeseeesssiiiieeseessssinns
Rencana Kinerja Tahun 2023 .............cccoueeeeeieeeeeiiieeeiiiiseesiieaessseanaans
Perjanjian Kinerja Tahun 2023.............cccueeeeveeeeeiiieeesiiiseesiiesessieaaaans

BAB Il

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja OrganiSasi............cc.ceeeeueeereuieennirirerniiiieriiieeiniieennns
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................cccceceeveeneenveneenienne.
RealiSASI ANGGAIAN .......c..oeneeeneeeeieseseese e

BAB IV
PENUTUP ‘

Kesimpulan ...... rocormroosi OO
Rekomendasi ..........ccccuescveeeecvenannnnen,

LAMPIRAN




Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2023 .........ooiiiiiiiieicieee ettt eete e e e ette e e e e ttee e e ebteeeesbteeessabtneessssaeessnssasessnns Vi
Tabel 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan TiNGEi........cccueeiiiiuiiiiiiiiii ittt ree e ebee e e sree e e 3
Tabel 3. Uraian Tugas StrUKEUr OraniSASi ......ecuuieeieiuiieeieiiiieeieiieeeseiieeeesetteeessstteeesssreeeesssseeeesssseeeesssseeeessssseeessanes 4
Tabel 4. Isu Strategis dan kebijakan Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023 ...........ccoooiiieeeciiie e 5
Tabel 5. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ...........cuiiieeeeeeeeeiiiieeeeeeeeeeeireeeeeeeeesasrsraeeeeeeeesssssaseesesesssssrssseeens 12
Tabel 6. Rencana Kinerja Tahun 2023 .........oooiiiiiiiiiiiiieecciiee ettt eeecte e e e e str e e e ssttaeeeesataeeesassaeeeesssaeeesasssaeesasrneenns 13
Tabel 7. Perjanjian Kinerja TAhUN 2023 .........cooiiiiiieiiee et ecie e et e e et e e e e eate e e e e s aaaeeeeessaeeeenssaeeesanssaeesansseeennn 13
Tabel 8. Capaian KiNerja OrGaANiSASI ......iiccueeeiiiiiieieiiieeeeiieeeeectteeesetteeessteeessaataeeessssaeeesssssesesssssneessssseeessnsseeenns 15
Tabel 9. Perbanding Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Riau dengan............. 16
Tabel 10. Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023................ 17
Tabel 11. Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 ...........coccvivvieeeeeeeiccinnenennn. 19
Tabel 12. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 s.d 2023 .........cccceeeevieennns 19
Tabel 13. .Jumlah Perkara Pidana Yang Putus Tepat Waktu Tahun 2023 ...........ccooviiiieiiiiieeiccieee e ceiieee s 20
Tabel 14. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2019 s.d Tahun 2023...........ccccuueee.. 20
Tabel 15.Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu Tahun 2023..........cccccoiveeeeiiieeeeiiieee e, 21
Tabel 16.Persentase Penyelesaian Perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 s.d 2023
............................................................................................................................................................................ 22
Tabel 17. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2023..............eeeeeeeeeeiiivveeeeeeeeeecivveneenn 23
Tabel 18. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2019 s.d 2023 .................. 23
Tabel 19.Capaian indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2019 s.d tahun
s e 4t 48+ s 2 et aae e e e asasssasseerseesseesanssrsenseessesssansssnesssesseessesssensstsssanesraesessse 24
Tabel 20. Jumlah Salinan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023 .....27
Tabel 21.Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu...... 27
Tabel 22. Jumlah Salinan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023....... 28
Tabel 23. Persentase Salinan Putusan Pidana yang diKirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019-2023
............................................................................................................................................................................ 29

Tabel 24. Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 29
Tabel 25. Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th.

2009 -2023 ...ttt ettt ettt st sbe e et e e e et e e s bt e e et e e e b et e aab e e e bee e btee e b et e hbeeeabee e baeeeabeeebaeeanbeesbaeenabeenateas 30
Tabel 26. Realisasi DIPA 01 TAhun 2023 ......ccooiiiiiiieiieeeeiiiee ettt e e sttt e s ssitaeesssaraeessssbaeessasbeeesssssaeeesasseneessnsseeesnn 30
Tabel 27 Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d Tahun 2023..........uiiiiiiiiieeeiiiie e e e e e srre e e e sere e e eseraeaeas 30
Tabel 28. REAliSASIi DIPA D3 ....ccuiiiiiiiiiieeiieeeitteesitee ettt estee sttt estteesbeeesabeesabeesbteesabaessaeesaseesssaeessseesseesnsseesssessnss 30
Tabel 29. Realisasi DIPA 01 mendukung capaian Sasaran Strategis L........ccccceeeveeiieeciiiiiee e 30
Tabel 30. Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator Sasaran 1 —Indikator 5........ccccccoveeeviiiiieciiiiee e, 30
Tabel 31. Realisasi DIPA 03 Mendukung Sasaran Strategis 2........eeeeeiecciiiiiieeeeeeeiiiieee e e e e e e e e e e e s anveeeee s 30
Tabel 32. Biaya Proses Tahun 2023 mendukung Sasaran Strategis 2 ........cccuvveeeeeeeeccciiiieeee e 30
Tabel 33. Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis
2 s im00500000000505060000060060505009030000AA000AAEIAAA OO0 T T L 30


file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045096
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045102
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045104
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045109
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045113
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045116
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045120
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045120
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045121
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045122
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045123
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045124
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045125
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045126
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045127
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045128
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045128

Daftar Grafik

Grafik 1. Persentase Perkara Perdata Tepat WaktU ........cooccuiiiiiiiiieecciee et ree e et e e 19
Grafik 2. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana tepat Waktu Tahun 2019 s.d Tahun 2023............ccvcee.n..e. 20
Grafik 3. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana KNUSUS .........ccueiiiiiiiiiiiiiie ettt e 21
Grafik 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Th. 2019 -2023 ...........cccceceeeeennne 23
Grafik 5. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th.
D0 T L0 A PP 27
Grafik 6. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th.
D0 T 10 2 P 28
Grafik 7. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
TH. 2009 - 2023 ... cicciteeeeee e e e eeectreeeeeeeeesettaaaeeeeeeeasaabaaaaaeeeesaaassbaaaaeaeeeaaaabsraaaaeeaeeaatatrraaaeeeeeaaaarraaaeeaeeeaaaatrraaaeeas 30
Grafik 8. Realisasi ANGEAran DIPA (01) .....cccocuiiie et eeitee e eetee e e eetee e e e ettt e e e esbaeeeesabaeeeesateeeeeanbaeeeesnseneeennsenas 30
Grafik 9.Realisasi ANZEAran DIPA (03) ......cccciieiieeeiieeeiieeeiteeeieeeeiteeeeteeeereessseeesseesssseesssesaseeessseesssesasssesssseessses 30


file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160046218
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160046219
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160046220
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160046221
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160046222
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160046222
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160046223
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160046223
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160046224
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160046224
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160046225
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160046226

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi RiQU......cc.ueeieiiiieiiiiiiie ettt et et e e e e st e e e esaaeeaean 3
Gambar 2.Aplikasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau ..........cccccevvciveenn. 6
Gambar 3. Visi, Misi, dan TUJUN .....ccccuiieiiiiiie e cciiieecciieee et e e eette e e eette e e s eteeeeesbaeeesesaseesesaseessnstesesssssseessnssesenans 9
G T aa] o T o = 0 011 Yo TSRS 11
Gambar 5. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada aplikasi SIPP dan
Y=L o PSRN 18
Gambar 6. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada aplikasi SIPP dan

E o L I V714 o TR 20
Gambar 7. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu pada aplikasi SIPP
(o LT A7 | o LSS 21
Gambar 8. Capaian Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Evakip .22
Gambar 9. Nilai Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan aplikasi Survey.............. 24
Gambar 10. Capaian Indikator Persentase Salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju
tepat waktu, pada @pliKasi EVAKIP ....cccccuiiei ittt tee e e e tte e e e e ta e e e e eata e e e e abee e e ennbaeeeeeareeeeenreeas 26
Gambar 11. Capaian Indikator Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju
tepat waktu, pada @pliKasi EVAKIP ....c.cccuiiei ittt e et e e et e e e e e ba e e e e eata e e e e abae e e ennbaee e eearaeeeenreeas 28
Gambar 12. Capaian Indikator Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju
tepat waktu pada apliKasi EVAKID ....eeeiiciieeiiiiiiee ettt e et e s e s e e e s vee e s st ee e e s sbee e e e nbee e e snbaeeeennes 29


file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045700
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045701
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045702
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045703
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045704
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045704
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045705
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045705
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045706
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045706
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045707
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045708
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045709
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045709
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045710
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045710
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045711
file:///C:/Users/user/Documents/LKJIP_2023_OKE_28_Februari_2024%20final.docx%23_Toc160045711

RINGKASAN EKS

aporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau Tahun 4. Rata-rata capaian kinerja pada
2023 menyajikan capaian kinerja 2 Sasaran meningkat dibandingkan tahun
Strategis dan 8 Indikator Kinerja yang tahun 2022 sebesar 101% d.
targetnya harus dicapai, dan dari hasil pengukuran meningkat menjadi 101,7%
dapat disimpulkan sebagai berikut : 5. Kinerja keuangsz
menujukk

1. Indikator Kinerja dengan capaian kinerja
J 8 p J dan rec

diatas 100% sebanyak 4 indikator, dan capaian
realisasi tepat 100% sebanyak 4 Indikator. Sec

2. Capaian Sasaran Strategis | “Terwujudnya Tinggi
Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan “Be I }
Akuntabel” pada tahun 2023 meningkat berha
dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian 100%
tahun 2022 sebesar 103%, sedangkan tahun dari tah
2023 sebesar 103,4%. masing targ

3. Capaian Sasaran Strategis Il “Peningkatan tabel di baw
Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara”, pada tahun 2023 sama dengan
tahun 2022 yaitu sebesar 100%.

ator kine

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2023

No Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian
Strategis

Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan

0, 0,
Tepat Waktu 1oL Qs 2%

Terwujudnya I Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat
Proses Waktu

Peradilan yang
Pasti,

Transparan ; ;
dan Akuntabel Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi
Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan

100% 104,2%

Persentase Perkara Pidana Khusus yang

0, 0,
Diselesaikan Tepat Waktu 100% 100%

42,5% 106,3%

98,2% 102,2%
14

Capaian Sasaran Strategis | 103,4%

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang

Beningkatan Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Efektivitas

Pengelolaan

Penyelesaian

Perkara Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang
Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

100% 100%

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang

0, 0,
Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu 100% 100%

100% 100%

Capaian Sasaran Strategis Il 100%

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis | dan Sasaran Strategis Il 101,7%

* Sumber data tahun 2023 dari aplikasi Evakip, alamat https://evakip.p




PENDAHULUAN




LATAR BELAKANG

engadilan Tinggi Riau berdiri berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 dan
diresmikan pada tanggal 21 Juli 1983. Awalnya
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau meliputi 15 (lima
belas) Pengadilan Negeri di wilayah provinsi Riau dan
provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan
Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau,
Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi
Kalimatan Utara, dan setelah diresmikannya Pengadilan
Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 5 Desember 2022,
maka 4 (empat) Pengadilan Negeri di Kepulauan Riau
menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan
Riau, dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau menjadi
11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Provinsi Riau, yaitu :
Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA
Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B
Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB
Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB
Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB
Pengadilan Negeri Rengat Kelas Il
Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas Il

L N A WN R

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas Il
10. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas Il
11. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas Il

Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi
Riau secara hirarki organisatoris dan administratif berada
di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan
berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara tingkat banding.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Tinggi
dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan,
akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-
prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan
good governance yang tercantum dalam Undang-Undang
Nomor: 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan negara harusdapat
dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam
bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk
memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja
tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah,Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi
Riau Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggung jawaban Pengadilan Tinggi Riau atas
pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam
rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Tinggi
Riau. Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya
perbaikan untuk peningkatan kinerja, serta untuk
mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan
kinerja yang berkelanjutan.

TUGAS POKOK DAN
FUNGSI

Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Riau diatur dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum dalam pasal 51.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan.



Tabel 2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi

TUGAS PENGADILAN TINGGI

Pengadilan Tinggi bertugas dan
berwenang mengadili perkara pidana
dan perkara perdata di tingkat
banding.

Pengadilan  dapat  memberikan
keterangan, pertimbangan, dan
nasihat tentang hukum kepada
instansi pemerintah di daerahnya,
apabila diminta.

Pengadilan dapat diserahi tugas dan
kewenangan lain  oleh  atau
berdasarkan undang-undang.

FUNGSI PENGADILAN TINGGI

Fungsi Mengadili (judicial power), yakni
memeriksa dan mengadilinerkara-
perkara yang menjadi kewenangan.

Fungsi Pembinaan. vakni memberikan
pengarahan diwilayah hukumnya,
menvangkut teknis vustisial.
administrasi peradilan, administrasi
umum. perlengkapan. keuangan.
kepegawaian dan pembangunan.

Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan
pengawasan pelaksanaan tueas dan
tingkah laku hakim. peiabat struktur dan
pegawai di daerah hukumnya serta
terhadap jalannya peradilan tingkat
pertama agar peradilan diselenggarakan
dengan seksama dan sewajarnya dan
terhadab pe laksanaan administrasi
perkara & administrasi umum.

Fungsi Nasihat. vakni memberikan
pertimbangan dan nasihat tentang
hukum kepada instansi bemerintah di
daerah hukumnya apabila diminta.

Fungsi Administrasi. vakni
menyelenggarakanadministrasi umum,
keuangan dan kepnegawaian serta
lainnya untuk mendukung pelaksanaan
tugas pokok teknis peradilan dan
administrasi peradilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau

MUDA
PERDATA PIDANA

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI RIAU

KETUA
In WAKIL KETUA
MAJELIS HAKIM = — — = — — -
PANITERA SEKRETARIS
]
I |
KEPALA BAGIAN KEPALA BAGIAN
PERENCANAAN DAN UMUM DAN
| I | | KEPEGAWAIAN KEUANGAN
KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN
RENCANA PROGRAM DAN TATAUSAHA DAN RUMAH

MUDA MUDA MUDA

TIPIKOR HUKUM

I
I
I
I
!
I
I
I
PANITERA PANITERAI PANITERA  PANITERA
I
I
I
I
I
I
I

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPANITERAAN
1. PANITERA PENGGANTI

-> GARIS KOMANDO
=> GARIS KOORDINASI

ANGGARAN TANGGA

KEPALA SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN
TEKNOLOGI INFORMASI

KEPALA SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN
PELAPORAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN
1.FUNGSONAL ARSIPARIS
2.FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN
3.FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
4. FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN
5.FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN




Tabel 3. Uraian Tugas Struktur Organisasi

KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi

URAIAN TUGAS

perkara pada Pengadilan,

melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk
memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan
menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugasyang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum,
perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi

yang ditugaskan kepadanya

PANITERA mempunya tugas melaksanakan pemberian dukungan
dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan
surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

PANMUD PIDANA bertugas melaksanakan administrasi
perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan
berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang
berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti

PANMUD PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas
perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan
dengan perkara perdata

BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN bertugas membantu
Sekretaris dalam melaksanakan urusanan
perencanaan,  program,  anggaran,
kepegawaian, organisasi dan tatalaksana
serta pengelolaan teknologi informasi.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
bertugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan urusan surat menyurat,
arsip, perlengkapan, rumah tangga,
keamanan, keprotokolan, perpustakaan,
pengelolaan  keuangan,  pemantauan,
evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan
laporan.

PANMUD TIPIKOR bertugas melaksanakan administrasi
perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan
berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang
berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti

PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan
mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan
perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan
administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan
badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta
peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan
sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & IT
bertugas membantu Bagian Perencanaan
dan Kepegawaian dalam melaksanakan
penyiapan bahan urusan kepegawaian,
organisasi dan tatalaksana, pengelolaan
teknologi  informasi  dan  statistik
pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta
penyusunan laporan.

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN
RUMAH TANGGA bertugas membantu
Bagian Umum dan Keuangan dalam
penyiapan urusan surat  menyurat,
kearsipan dan penggandaan, perawatan
dan pemeliharaan gedung, sarana dan
prasarana, perlengkapan, perpustakaan,
keamanan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat.

PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim
dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas
membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang,
membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.

SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM
DAN ANGGARAN bertugas
membantu Bagian Perencanaan Dan
Kepegawaian dalam  melaksanakan
penyiapan bahan perencanaan program
dan pelaksanaan program dan anggaran,
pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta
penyusunan laporan.

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN bertugas membantu Bagian
Umum dan Keuangan dalam penyiapan
urusan surat menyurat, kearsipan dan
penggandaan, perawatan dan
pemeliharaan  gedung, sarana dan
prasarana, perlengkapan, perpustakaan,
keamanan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat.

PRANATA KOMPUTER bertugas
merencanakan, menganalisis,
merancang,mengimplementasikan,
mengembangkan dan atau
mengoperasikan sistem informasi
berbasis komputer.

ANALIS KEPEGAWAIAN bertugas
melakukan kegiatan manajemen
PNS dan pengembangan sistem
manajemen PNS.

ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN
bertugas melaksanakan kegiatan
analisis pengelolaan keuangan APBN,
yang meliputi perikatan dan
penyelesaian tagihan, pelaksanaan
perintah pembayaran, serta analisis
laporan keuangan instansi.

PRANATA KEUANGAN APBN bertugas
melaksanakan kegiatan Pengelolaan
Keuangan APBN vyang meliputi:
perikatan dan penyelesaian tagihan;
pelaksanaan perintah pembayaran;
kebendaharaan; pengelolaan
administrasi belanja pegawai; dan
penyiapan analisis laporan keuangan
instansi.

ARSIPARIS bertugas mengurus
dokumen, mulai dari dokumen
tersebut berniai aktif, digunakan
hingga  bernilai  musnah  atau

disimpan menjadi arsip statis.




ISU STRATEGIS

engadilan Tinggi Riau sebagai pengadilan tingkat banding

yang membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di wilayah

hukum provinsi Riau memiliki peran yang sangat penting,
mengingat Pengadilan Tinggi Riau secara lokasi maupun hirarki
adalah institusi terdekat dengan pengadilan-pengadilan tingkat
pertama di wilayah propinsi Riau.

Peran strategis Pengadilan Tinggi Riau sebagai pengadilan tingkat
banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding di
wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir
sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Negeri di wilayah
hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum
pada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta, hingga
peran melakukan pengawasan jalannya peradilan di pengadilan
tingkat pertama dan menjaga peradilan diwilayah hukumnya
dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun
waktu 2023, Pengadilan Tinggi Riau telah
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan
Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum
dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik
berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal
modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi
untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan
berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya
akses keadilan, serta masalah integritas dan
profesionalisme aparatur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan
Tinggi Riau memperhatikan isu strategis sebagai
berikut :

Tabel 4. Isu Strategis dan kebijakan Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2023

Isu Strategis Kebijakan

1. Peningkatan e Optimalisasi penyelesaian perkara dan efektifitas pengelolaan penyelesaian sesuai SOP
penyelesaian Kepaniteraan yang dkeluarkan Badilum melalui SK No.21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022.
perkara tepat Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara.
waktu dan Monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara dan efektifitas pengelolaan penyelesaian
efektifitas melalui pengawasan berkala dan rapat bulanan.
pengelolaan Peningkatan kompetensi Hakim dan ASN dalam penyelesaian perkara melalui rapat

penyelesaian
perkara

bulanan dan pembinaan berkala.

Peningkatan
pelayanan publik.

Optimalisasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Optimalisasi Sistem Pelayanan Publik yang berbasis pada teknologi informasi secara
terintegrasi melalui aplikasi SMART PTSP, memuat 13 (sebelas) jenis layanan yaitu :
Virtual PTSP, Tuanku Online (Bantuan Hukum Online), Info Perkara Banding, Info
Perkara BHT, Layanan Chatbot Data Perkara, Penyumpahan Advokat, Izin Riset & Kerja
Praktik, Informasi Layanan, Pengaduan, Survey Kepuasan Masyarakat & IPK, Data
Statistik, Live Chat PTSP, Live Streaming PTSP.

Optimalisasi kualitas sumber daya manusia pelayanan publik melalui pembinaan,
briefing, dan training.

Optimalisasi sarana prasana pelayanan publik termasuk sarana disabilitas.
Optimalisasi Standar Pelayanan Publik.

Pengawasan dan monev pelaksanaan pelayanan publik secara berkala.

Optimalisasi
Pengawasan dan
Peningkatan
Akuntabilitas

Peningkatan kualitas pengawasan.

Peningkatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja yang berbasis teknologi informasi melalui
aplikasi perencanaan kinerja “e-Performance”, aplikasi pengukuran kinerja “Evakip”,

Kinerja aplikasi evaluasi kinerja “Semakin”, dan aplikasi informasi kinerja e-Sakip.
Melaksanakan monev akuntabilitas kinerja berkala.
5. Penguatan Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
integritas dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan pada tahun 2023 berhasil

memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).




Dalam upaya meningkatan akuntabilitas kinerja, pada tahun
2023 Pengadilan Tinggi Riau melakukan optimalisasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis teknologi
informasi melalui aplikasi yang dapat diakses secara online
pada link https://e-sakip.pt-riau.go.id/. Aplikasi ini
mengakomodir seluruh tahap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah meliputi Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan,
dan Evaluasi. Fitur-fitur yang disediakan aplikasi ini terdiri
dari:

1. Perencanaan, memberikan informasi perencanaan
meliputi : Renstra, RKT, Renja dan Pohon Kinerja
Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri
sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau.

2. Pengukuran,

mengukur  capaian  kinerja
Pengadilan Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri
sesuai target kinerja yang ditetapkan melalui fitur
“Evakip”.

3. Pelaporan, menyajikan laporan kinerja Pengadilan

Tinggi Riau dan Pengadilan Negeri dibawahnya.

4. Evaluasi, menyediakan informasi hasil evaluasi dan

lembar kerja evaluasi  kinerja melalui fitur
“Semakin” sesuai Permenpan Nomor 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi  Pemerintah, untuk  mengevaluasi
akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Riau dan
Pengadilan Negeri sewilayah hukumnya.

Gambar 2.Aplikasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau
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https://e-sakip.pt-riau.go.id/

SISTEMATIKA PENYAIJIAN

BAB | Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang

dihadapi organisasi.

BAB Il Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian
kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB Ill Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi
untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi
kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai
dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini
dengan standar nasional (jika ada) ;

5. Analisispenyebab keberhasilan/kegagalan
atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber
daya; Analisis program / kegiatan yang
menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan vyang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian
kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang
akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerjanya.

Lampiran
1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu
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RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

encana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun

2020-2024 pada hakekatnya merupakan
pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun
mengenai upaya terencana dan sistematis untuk

meningkatkan kinerja serta cara pencapainnya. Hal ini
bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan
akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di
lingkungan Pengadilan Tinggi Riau melalui perencanaan
yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang
berorientasi pada hasil (result oriented) penyusunan
laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna
meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara

berkesinambungan.

Pengadilan Tinggi Riau menyusun Rencana Strategis 2020-
2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung

RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi
tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih
terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam
pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan

program dan kegiatan.

IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah
Agung  vyang telah direviu berdasarkan Keputusan
173/SEK/1/2022

tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator

Sekretaris Mahkamah Agung RI No.

Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah
Agung RI.

Gambar 3. Visi, Misi, dan Tujuan

Misl

TUJUAN

Menjaga Kemandirian Badan

Peradilan.

Memberikan Pelayanan

hukum yang berkeadilan

kepada pencari keadilan. 2.
Meningkatkan kualitas

kepemimpinan badan

peradilan.

1. Terwujudnya
kepercayaan publik
atas layanan
Pengadilan Tinggi Riau.
Meningkatnya
efektifitas
penyelesaian
pengelolan perkara.

Meningkatkan Kredibilitas dan

Transparansi Badan Peradilan.

VISI
Visi Pengadilan Tinggi Riau yaitu :
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Riau yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan
Tinggi Riau untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Riau
sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memilki
keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misl

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan

Misi Pengadilan Tinggi Riau, sesuai misi Mahkamah Agung

adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan Pelayanan hukum vyang berkeadilan
kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan
peradilan.

kualitas  kepemimpinan  badan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan

peradilan

TUJUAN
Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Riau, sebagai
berikut :

1. Terwujudnya

kepercayaan publik atas layanan

Pengadilan Tinggi Riau.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini

adalah:

a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat
waktu.

b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat
waktu.

c. Persentase perkara pidana khusus yang
diselesaikan tepat waktu

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum kasasi.

e. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap

layanan peradilan.



2. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolan
perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini
adalah :
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
c. Persentase salinan putusan perkara pidana
khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat
waktu.

SASARAN STRATEGIS
Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan
dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Riau
menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan,
dan akuntabel.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian
sasaran iniadalah :
a.  Persentase perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu
b.  Persentase perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu
c.  Persentase perkara pidana khusus yang
diselesaikan tepat waktu
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi
e.  Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian
perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran
ini adalah :
a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
c. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus
yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan
Tinggi Riau menggunakan program dan kegiatan sesuai
program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program: Dukungan manajemen
Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan
yaitu :
a. Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan
keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan : Persentase realisasi anggaran
belanja Mahkamah Agung
Program dan kegiatan ini untuk mendukung
capaian indikator kinerja :
e Persentase perkara perdata yang diselesaikan
tepat waktu
e Persentase perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu
e Persentase perkara pidana khusus yang
diselesaikan tepat waktu
e Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum kasasi.
Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di
lingkungan Mahkamah Agung.
Indikator Kegiatan : Realisasi kebutuhan sarana dan
prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.
Program dan kegiatan ini untuk mendukung
capaian indikator kinerja :
Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan

3. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang

diselesaikan ditingkat banding secara tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian

indikator kinerja :

Persentase salinan putusan perkara perdata yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
Persentase salinan putusan perkara pidana yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
Persentase salinan putusan perkara pidana khusus
yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
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Gambar 4. Framework
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau

VISI :

" Terwujudnya Pengadilan Tinggi Riau Yang Agung "

MiSI :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Riau

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Riau

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Riau

TUJUAN 1:

Terwujudnya kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan Tinggi

Riau

SASARAN STRATEGIS 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan

SASARAN
STRATEGIS 1

INDIKATOR 1:

Persentase
Perkara
Perdata yang
Diselesaikan
tepat Waktu

POGRAM 1 :

SASARAN
STRATEGIS 1
INDIKATOR 2:

Persentase
Perkara
Pidana yang
Diselesaikan
tepat Waktu

Program dukungan manajemen

KEGIATAN 1 :

Akuntabel

SASARAN
STRATEGIS 1
INDIKATOR 3:

Persentase
Perkara
Pidana
Khusus Yang
Diselesaikan
tepat Waktu

SASARAN
STRATEGIS 1

INDIKATOR 4:

Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum
Kasasi

SASARAN
STRATEGIS 1
INDIKATOR 5:

Index Persepsi
Stakeholder
yang puas
terhadap
layanan
Peradilan

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi

INDIKATOR KEGIATAN 1 :
Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung

KEGIATAN 2 :

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

INDIKATOR KEGIATAN 2:
Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian

SASARAN STRATEGIS 2 :

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara

SASARAN
STRATEGIS 2

INDIKATOR 1:

Persentase
salinan
putusan
Perdata yang
dikirim ke
Pengadilan
pengaju tepat
waktu

Perkara

SASARAN
STRATEGIS 2
INDIKATOR 2:

Persentase
salinan
putusan Pidana
yang dikirim ke
Pengadilan
pengaju tepat
waktu

PROGRAM 2:

SASARAN
STRATEGIS 2
INDIKATOR 3:

Persentase
salinan putusan
Pidana Khusus
yang dikirim ke
Pengadilan
pengaju tepat
waktu

Program Penegakan dan Pelayanan

Hukum

KEGIATAN :

Peningkatan manajemen peradilan

umum

INDIKATOR KEGIATAN:
Perkara peradilan umum yang
diselesaikan ditingkat banding

tepat waktu
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Tabel 5. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Terwujudnya 93% Meningkatnya Persentase Perkara Perdata Yang 88%  90% 95% 96% 97% Dukungan Pembinaan administrasi dan = Penyelenggaraan  Slayanan | 120.000.000.000
kepercayaan publik kepercayaan Diselesaikan Tepat Waktu Manajemen pengelolaan keuangan operasional
atas pelayanan a3% publik atas Persentase Perkara Pidana Yang 88%  90% 95% 96% 97% Badan Urusan Administrasi perkantoran dan
Pengadilan Tinggi pelayanan Diselesaikan Tepat Waktu non operasional
Riau 97% pengadilan tinggi Persentase Perkara Pidana Khusus Yang = 91%  92% 100% | 100% @ 100%
riau Diselesaikan Tepat Waktu
44% Persentase perkara yang tidak 51%  52% 7% 40% 40%
mengajukan upaya hukum kasasi
93% Index persepsi Stakeholder yang puas 87%  BB% 95% 96% 97% Pengadaan sarana dan Pengadaan 5 layanan 2.000.000.000
terhadap layanan Pengadilan prasarana di lingkungan sarana dan
Mahkamah Agung prasarana
Meningkatnya 100% Peningkatan Persentase Salinan Putusan Perkara 100% 100%  100% @ 100%  100%  Penegakan Peningkatan manajemen Jumlah perkara 5000 1.800.000.000
efektifitas efektifitas Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan dan peradilan umum peradilan umum | perkara
pengelolaan pengelolaan Pengaju tepat waktu Pelayanan yang diselesaikan
penyelesaian 100% penyelesaian Persentase Salinan Putusan Pidana 100% 100%  100%  100%  100%  hukum tingkat banding
perkara perkara Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan tepat waktu
Pengaju tepat waktu
100% Persentase Salinan Putusan Perkara 100% 100%  100% | 100% | 100%

Pidana Khusus Yang Dikirim ke
Pengadilan Pengaju tepat waktu
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RENCANA KINERJA TAHUN 2023

encana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Riau
memuat angka target kinerja tahun 2023 untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat
sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi
komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2023.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar
bagi penetapan kesepakatan tentangkinerja yang akan
diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau
lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahun 2023

Sasaran

Indikator

Strategis

1 EenNujudnya 1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 96%
roses =
Peradilan yang 2 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 96%
Pasti, 3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%
Transparan dan »
Akuntabel 4  Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 40%
5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 96%
2 Beningkatan Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan o
Efektivitas 1 Pengaju Tepat Waktu 100%
Pengelolaan -
Penyelesaian 2 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan 100%
Perkara L Pengaju tepat Waktu
Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan
3 . 100%
Pengaju Tepat Waktu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

erjanjian  kinerja merupakan pelaksanaan peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai
dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja
sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang
telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran
strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator
kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing
unit kerja.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran .
(\[e} Strategis Indikator Target
1 EErwujudnya 1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 96%
roses L
Peradilan yang 2 Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 96%
Pasti, 3 Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%
Transparan dan »
Akuntabel 4  Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 40%
| 5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 96%
2 Beningkatan , Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan AT5%
Efektivitas Pengaju Tepat Waktu
Pengelolaan v - — -
Penyelesaian > Perser?tase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan 100%
Perkara Pengaju tepat Waktu
Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan
3 . 100%
Pengaju Tepat Waktu
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
oihaan / 8 & Rp. 25.808.489.000
Administrasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 177.812.000
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 235.514.000
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CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

kuntabilitas  Kinerja Pengadilan Tinggi Riau
Amerupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja

yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang
diperjanjikan pada tahun 2023. Capaian kinerja merupakan
dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan
kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan.
Pengukuran capaian kinerja  dilakukan dengan cara

membandingkan antara realisasi dengan target indikator
kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada
tahun 2023 dinyatakan “Berhasil”, karena :

1. Rata-rata capaian sasaran strategis berhasil memenubhi
rata-rata capaian lebih dari 100%, yaitu sebesar 101,7%.
Capaian untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dan

Sasaran Strategis
Penyelesaian

untuk
Pengelolaan

sebesar 103,4%, dan
“Peningkatan Efektivitas
Perkara” sebesar 100%.

2. Seluruh target indikator kinerja berhasil memperoleh
capaian >100%

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau
telah berhasil mencapai target untuk mewujudkan sasaran
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan
Akuntabel dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara.

Tabel 8. Capaian Kinerja Organisasi

No  Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Capaian
1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan 96% 100% 104,29%
Tepat Waktu
|4
Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat 0 0 0
Terwujudnya Proses 2 Waktu 96% 100% 104,2%
Peradilan yang Pasti, ~ -

1 ' Persentase Perkara Pidana Khusus yang 0 0 0
Transparan dan 3 Diselesaikan Tepat Waktu 100% 100% 100%
Akuntabel r n " -

4 Persentase Pgr ara yang Tidak Mengajukan Upaya 40% 42.5% 106,3%
Hukum Kasasi
L :
5 Index Persepsi ‘Stakeholder yang Puas Terhadap 96% 98.2% 102,2%
Layanan Peradilan i
Capaian Sasaran Strategis | 103,4%
5
1 Pgr;gntase Sallnarj Putusan Eerkara Pidana yang 100% 100% 100%
Peningkatan Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Efektivitas I Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yan

) yang 0 0 0
Pengelolaan 2 Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu 100% 100% 100%
BEESenEs ey 3 Persentase Salinan Putusan Perkara Tipikor yang 100% 100% 100%

Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu 0 ° °
Capaian Sasaran Strategis Il 100%

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis | dan Sasaran Strategis Il

101,7%
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CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DIBANDINGKAN CAPAIAN NASIONAL

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau

mendekati capaian kinerja secara nasional seluruh
Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum pada
tahun 2023, dengan data sebagai berikut :
1. Rata-rata target kinerja Pengadilan Tinggi Riau
lebih tinggi dibandingkan target kinerja nasional.
Target Kinerja Pengadilan Tinggi Riau sebesar
92,8%, sedangkan target kinerja nasional sebesar
91,9%.
2. Rata-rata realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Riau
lebih tinggi dibandingkan target kinerja nasional.
Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Riau sebesar

94,1%, sedangkan realisasi kinerja nasional sebesar

93,8%.
3. Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau
sebesar 101,7% mendekati capaian kinerja

nasional sebesar 103,1%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan target kinerja dan
realisasi kinerja yang lebih tinggi dari rata-rata nasional,
Pengadilan Tinggi Riau mampu memperoleh capaian kinerja
mendekati capaian kinerja nasional.

Rincian perbandingan capaian kinerja Pengadilan Tinggi
pada
Pengadilan Tinggi di lingkungan Badan Peradilan Umum

Riau dengan capaian kinerja  secara nasional

dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 9. Perbanding Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Riau dengan
Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum

Sasaran

Strategis Indikator

Capaian Pengadilan Tinggi
NE]
Tahun 2023

Capaian Nasional Pengadilan
Tinggi di Lingkungan Badilum
Tahun 2023
Realisasi

Target Capaian

Target Realisasi

Capaian

1 Persentase Perkara Perdata yang 96%  100,0% 104,2% | 97,2%  99,0%  101,9%
Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase Perkara Pidana yang 5 . % 5 % 0
Terwujudnya 2 Diselesaikan Tepat Wakili 96% 100,0% 104,2% | 97,6% 99,3% 101,9%
Proses y id h
, Peradilanyang | g  Persentase Perkara PidanaKhususyang | 1500, 100,006 1000% | 97,6%  991%  101,6%
Pasti, Diselesaikan Tepat Waktu
Transparan .
dan Akuntabel | 4 "ersentase Perkarayang Tidak 40%  42,5%  1063% | 437%  47.9%  114,4%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5 Index Persepsi Stakeholdgr yang Puas 96% 98,2% 102,2% 91,9% 97.1% 105,8%
Terhadap Layanan Peradilan
L4
Capaian Sasaran Strategis | 85,6% 88,1% 103,4% 85,6% 88,5% 105,1%
Persentase Salinan Putusan Perkara
1 Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju| 100%  100,0%  100,0% 97,8% 98,3% 100,8%
Beningkatan Tepat Waktu
Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara
2 Pengelolaan 2 Perdata yang Dikirim ke Pengadilan 100%  100,0%  100,0% | 98,3% 99,9% 101,7%
Penye|esaian '—Be.nﬂaju_tep.alﬂaktu
Perkara Persentase Salinan Putusan Perkara
3  Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju| 100%  100,0%  100,0% 98,5% 99,0% 100,6%
Tepat Waktu
Capaian Sasaran Strategis | 100% 100,0%  100,0% 98,2% 99,1% 101,1%
Rata-rata Sasaran Strategis | dan |l 92,8% 94,1% 101,7% 91,9% 93,8% 103,1%
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Tabel 10. Capaian Kinerja Nasional Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023

Sasaran Strategis | : Terwuj) Proses ilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel i i Efektivitas P P lesaian Perkara
il Kinerja Indikator Kinerja
KATEGORI Rata-rata
5 PENG ADI LAN et . Persentase Sallnan Putusan Persentase Sallnan Putusan | Persentase Sallnan Putusan . 5
No Satuan Kerja Persentase Perkara Perdata Persentase Perkara Pldana D:::::a::::l(arla Plﬁana _::f?me Dle:karauw;:r: IM:HG Pua:Terhadap < Perkara Pldana yang Dlkirim ke| Perkara Perdata yang Dikirim | Perkara Tiplkar yang Dikirim | C3paian Capala?
yang Diselesaikan Tepat Waktu [yang Diselesalkan Tepat Waktu e Ml Kasas! S Sfra:a"a_" Pengadllan Pengaju Tepat ke Pengadllan Pengajutepat | ke Pengadllan Pengau Tepat Sasa'a_" Strategis
tegis | waktu waktu waktu Strategis Il
Jumlah Perkara Target | Realisasi Capatan Target Realtsast Capatan Target | Realisasi Capalan Target | Realisasl | Capatan | Target Target Realisas Capatan Target Realisasl Capatan Target Realisasl Capatan

00 Perk: 38 100| 10Z04% 98 100| 102,04% 98 100 102,04% 40 51,42 |128,55% 107,9%| /| 100 23 100 101,01% /| 100| 101.,01% 101.0% 104, 5%
az 00 Perkara 100 100| 100,00% 100 100| 100,00% 100 100 100,00% 38 3§,51(101.34% 24 94,39|100,41% 100,45 100 100 100.00% 100 100 100 100| 100,00% 100.0% 100,23
o3 00 Perka a5 99,8 105.05% a5 298| 10505% a5 998 105,05% a0 42,00(105,00% 20 95,67 106,0%, 100,00% 100 100 100| 100,00% 100,0% 105.0%
04 [PTRlau 301-1000 Perkara o6 00| 108,17% 96 100( 104,17% 100 100| 100.00% a0 42,50 (106,25% o6 9E,15(102,24% 103,4% 100 100 100,00%) 100 100| 100.00% 100 100 100,00% 100,0% 100.7%
a5 [PTiambl = = =E =l 104,17% a0 37.82| 94,55% o3 102,5% 100| 2100.00% 100 100 100,00% 100,0% 101,23
[ 100 100 100,00% a0 a0 102,55 100,00% 100 100 1w00( 100,005 100.0% 101,235
a7 100 100 100 100 100,00% 40 44,35 a5 98,02|103,18% 103, 1% 100 100 100.00% 100 100 100 100| 100,00% 100.0% 101, 6%
as a5 as a5 38 103.16% 35 37.00 a5 105,26% 104, 15| 100 100 100.00% 100 100 100 100| 100,00% 100.0% 102,0%|
1] 100 100 100 0,00% 100 100 100,00% 51 43,00 205 93,92|103,78% 100,0%| 100 100 100.00% 100 100 100| 100,00% 100.0% 100,03,
PT Bangka Belltung 100 100 100 0,00% 100 100 100,00% 50 58,30 20 96,19|106,88% 104, 9% 100 100 100.00% 100 100 100| 100,00% 100.0% 102,5%|
PT Bengkulu 100 100,00% 100 100,00% s0 35 95,25|100,25% 100,23 100,00% 100 100 100 100,00% 100,0% 100,1%
PT Bandung > 1000 Perkara 100 100 100| 10000% 100 100 2100,00%| 3375 =) 99,00|110,00% 105,33 = 99,31 10345% = 100 = 100 103,9% 104,6%
> 1000 Perkara 100 100,005 00|  100,00% 52 20 101,73 =2 54,35 5545% =E 98,02 = 7EA% 90,13
1 = 1000 Perk: a5 93,7 104.95% as 93,69 104.34% a5 100 105.26% 50 58.09|116.18% a3 97.59 107.33| =) 939.88 10297% = 99.12 102.19% a7 100| 105.09% 102.7% 105.0%
1 301-1000 Perkara a5 100| 105,26% as 100| 105.26% a5 100 105,26% 35 90,29|257.97% 20 93,731 135,6%| 100 100.00% 100 100 100,00% 100 100| 100,00% 100.0% 117.8%,
> 1000 Perkara a5 100| 105,26 as 100| 105.2F a5 100 105,26% 50 a5 104,83 a5 100 105.26% a5 100 105,26% a5 100| 105.26% 105.3% 105, 0%
PT Papua Barat < 300 Perka 100 100| 100,00% 100 100| 100,00% 100 100 100,00% 50 92 100,93 100 100 100.00% 100 100 100,00% 100 100| 100,00% 100.0% 100, 4%
15 |PT Medan > 1000 Perkara 54 33 34 35 35 91 35,79% 37 71,00 35 97,54| 93,84% 119,9% 35 100| 102.04% 35 100 35 100 103,5% 111,73
13 gk < 300 Perka 100 100 100 100 100 100| 100.00% 22 22.34|1 I3 104,30% 101,23 100 100\ 10000% 100 100 100 100 100.0% 100,65
20 jung Karang 301-1000 Perkara a3 100 a3 100 a3 100 7.53% 60 63,05 20 95,00|105,56% 106, 65| 100 100 100.00% 100 100 100 100 100.0% 103,35
21 = 300 Perka 25 100 b=1-] 93,25| 10339% b=1-] 100 104.17% 35 64,511 92 95,72|104.04% 120, 2% a5 100 105.26% b=1-] 100 25 100 104,5% 112 4%
Z2  |PT kepulauan Riau < 300 Perl a5 8627 as a5 20 34,74% 25 30,63 |122,52% 85 88,33|103,92% 100,75 100 100 100.00% 100 100 100| 100,00% 100.0% 100,33
23 |PT Kalimantan Utar; < 300 Perka 100 100 0,005 100 100 100| 100.00% so 5541| 62,68% 35 95,55 101,54% 92,99 100 100| 2100.00% w0 1 100 100 100,00% 100,0% 96.,4%
24 |PT Kzlimantan Timu|  301-1000 Perkars 100 00| 10000% 100 100( 100.00% 100 100| 100.00% 34 35,00|102,34% &5 95.57|113,95% 103,45 100 100\ 10000% 100 100( 10000% 100 1w00( 100,005 100.0% 101,75
25 |PT Pont. a5 100| 105,26% as 100| 105.26% a5 100 105,26% 60 33,92| 56.53% a3 97.0%, 100 100 100.00% 100 100 100 100| 100,00% 100.0% 88,57
26 |PT Maluku Uta 98 100 10Z04 98 100| 102.0# 98 100 102,04% 24 102,23 100 100 100.00% 100 100 100 100| 100,00% 100.0% 101, 1%
< 300 Perka 100 100| 100,00% 100 100| 100,00% 100 100 100,00% 55 92 95,83 100 100 100.00% 100 100 100 100.0% 97.9%
25 |PT Kupang 301-1000 Perkara 100 9595 9538% 100 100| 10000% 100 92,86 92,856% az 57.51| &9,55% 97,7% 20 9598| 108.54% I0 100 30 107,0% 102.8%
=] > 1000 Perkara =3 104,95% o5 100| 105.26% =H 100| 105.25% 55 5114| 92,98% 20 95,25 103,13 37.51 o2 100( 10870% o5 114,2% 108.6%
PT Kendarl = 300 Perka 20 100 20 100 20 100 30 43,45|164,83% 20 103,611 122, 7% 20 100 20 100 20 111.1% 116,9%
301-1000 Perkara 100 100 100 100| 100,00% 100 100 100,00% 50 76,18|152,36% a3 98,00|105,38% 111,5% 100 100 100.00% 100 100 100,00% 100 100.0% 105,83
< 300 Perl 29 100 23 100 01% 98 100 102,04% 52 44,80 B6.15% 20 92,63|10292% 88,6 38 100 102.04% = 100 103,09% /| 102,0% 100,35
Rata-rata 97,19 95,97 97,56 99,33| 101E8%| 97.63 99,11 101,59%| 43.71 47,57|114,36%| 91,56 97.14|105,52% 105.1%| 97.54] 98,35| 100,79%( 9531 99,91 101.72%| 9E47 10L1% 105.1%
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EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel

Sasaran ini  bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan
khususnya di Pengadilan Tinggi Riau, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti,
transparan dan akuntabel.

Indikator Target Realisasi Capaian
1. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan 96% 100% 104,2%

tepat waktu

2. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan 96% 100% 104,2%
tepat waktu

3. Persentase perkara Pidana Khusus vyang 100% 100% 100%
diselesaikan tepat waktu

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 40% 42,5% 106,3%
hukum Kasasi

5. Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap 96% 98,2% 102,2%

layanan peradilan

Rata-Rata Capaian Sasaran 1 103,4%

Gambar 5. Capaian Indikator Persentase Perkara Perdata
Sasaran 1 - Indikator kinerja 1. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu pada aplikasi SIPP dan Evakip

Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

i= Perdata
Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang RASIO PENANGANAN PERKARA 95% 1
diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah
. ) BB Belum Proses 233
perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan Sampai Dengan Tanggal 01.01.2024
jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun Sisa Perkara
b . | Sampai Dengan Tanggal 01.01.2024
erjalan.
BB Masuk Perkara 185

Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat
Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang I_ R Putus Perkara 195

Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023

penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan T n

Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023

maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat

banding. Iniator Kinera P P ET P )

Minggu  25/02/2024 . 0206:43 PM

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tingkat Banding, jumlah perkara perdata Pengadilan Tinggi Riau

disclesaikan) X 100%

yang putus tahun 2023 sebanyak 195 perkara, dan berdasarkan
pengukuran kinerja pada aplikasi Evakip, seluruh perkara perdata
yang putus tersebut diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3
bulan.

Realisasi indikator ini sebesar 100%, dan melebihi target 96%,

sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan

tepat waktu mencapai 104,2%. - O
P P I § 195 “Ro

Targitan )
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Tabel 11. Persentase Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023

Perkara Perdata yang Putus Th.

Perkara Perdata yang Putus

Realisasi Persentase Perkara Perdata yang

2023 Tepat Waktu Th. 2023 Putus Tepat Waktu
Januari 16 16 100%
Februari 19 19 100%
Maret 20 20 100%
April 5 5 100%
Mei 13 13 100%
Juni 33 33 100%
Juli 15 15 100%
Agustus 15 15 100%
September 6 6 100%
Oktober 23 23 100%
November 20 20 100%
Desember 10 10 100%
Jumlah 195 195 100%

Realisasi kinerja penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu
pada tahun 2023 sebesar 100% yang nilai realisasinya sama
dengan tahun sebelumnya, namun capaian pada tahun 2023
sebesar 104,2% lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar
105%, karena target yang ditetapkan pada tahun 2023 lebih tinggi
dibandingkan tahun 2022.

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan
capaian penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu pada tahun
2019 sampai dengan tahun 2023. Sesuai data di tabel, sejak tahun
2021 sampai dengan 2023 penyelesaian perkara perdata di
Pengadilan Tinggi Riau selalu tepat waktu sehingga realisasi selalu
dapat dipertahankan 100%, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun
Pengadilan Tinggi Riau selalu berupaya memberikan kinerja yang
maksimal dalam penyelesaian perkara perdata.

Grafik 1. Persentase Perkara Perdata Tepat Waktu
Tahun 2019 s.d 2023

140%

120%

100% 100%

99,60 100%
100%
80%
60%

- 93'/-| | | 7777777 || |
0% || | |

40%
20%

Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023

mTarget ® Realisasi mCapaian ----- Linear (Realisasi)

Tabel 12. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 s.d 2023

Jumlah Perkara Perdata

Jumlah Perkara Perdata yang

Indikator Kinerja  Tahun s DT Diselesaikan Tepat Waktu Target Realisasi Capaian
2023 195 195 96% 100% 104,2%
Persentase 2022 259 259 95% 100% 105%
Perkara Perdata ), 256 256 87%  100% 115%
yang Diselesaikan
Tepat Waktu 2020 274 273 86% 99,6% 116%
2019 318 296 86% 93% 109%

Sasaran 1 - Indikator kinerja 2. Persentase Perkara
Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator
diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah

kinerja “Persentase perkara pidana yang
perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan
jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun
berjalan. Input adalah jumlah perkara pidana yang
diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah
perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan
berjalan. Pada tahun 2023 indikator persentase perkara
pidana yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian

sebesar 104,2%.

Capaian indikator ini sangat baik karena dapat melebihi
target. Realisasi penyelesaian penyelesaian perkara pidana
tepat waktu adalah sebesar 100%, karena dari 730 perkara
yang telah diselesaikan (baik perkara pidana biasa maupun
pidana anak), keseluruhan perkara tersebut dapat
diselesaikan tepat waktu waktu dalam kurun waktu tidak
melebihi 3 (tiga bulan) sesuai

Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014.

Surat Edaran ketua
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Tabel 13. .Jumlah Perkara Pidana Yang Putus Tepat Waktu Tahun 2023

Perkara Pidana Yang Putus

Perkara Pidana Yang Putus

Realisasi Perkara Pidana Yang Putus Tepat

Tahun 2023 Tepat Waktu pada tahun 2023 Waktu (%)
Januari 70 70 100%
Februari 36 36 100%
Maret 48 48 100%
April 36 36 100%
Mei 72 72 100%
Juni 62 62 100%
Juli 78 78 100%
Agustus 72 72 100%
September 44 44 100%
Oktober 79 79 100%
November 76 76 100%
Desember 57 57 100%
Jumlah 730 730 100%

Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
Tingkat Banding, jumlah perkara Pidana Pengadilan Tinggi Riau yang
putus tahun 2023 sebanyak 730 perkara (706 Pidana biasa dan 24
Pidana anak), dan berdasarkan pengukuran kinerja pada aplikasi
Evakip, seluruh perkara perdata yang putus tersebut diselesaikan
tepat waktu tidak melebihi 3 bulan. Realisasi indikator ini sebesar
100%, dan melebihi target 96%, sehingga capaian persentase
perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 104,2%.

Berdasarkan data pada tabel dan srafik Persentase
Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu tahun 2019
sampai dengan tahun 2023, capaian indikator ini sepanjang
tahun 2019 sampai dengan 2023 berturut turut adalah
115%, 114%, 111%, 105%, dan 104,2%. Capaian pada tahun
2023 menurun dibandingkan tahun 2022 dikarenakan
adanya peningkatan target dari tahun sebelumnya,
sedangkan realisasi penyelesaian perkara pidana tepat
waktu setiap tahun tetap dapat dipertahankan sebesar

100%.

Grafik 2. Persentase Penyelesaian Perkara
Pidana tepat Waktu Tahun 2019 s.d Tahun 2023

140%

120%

100% 100% 100% 100% 100
100% -
80%
60%
40%
20%
0%

Tahun 2022 Tahun 2021 Tahun 2020 Tahun 2019

Tahun 2023

mTarget M Realisasi M Capaian .___.__. Linear (Realisasi)

Gambar 6. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana yang
diselesaikan tepat waktu pada aplikasi SIPP dan aplikasi Evakip

i= Pidana Biasa i= Pidana Khusus Anak
RASIO PENANGANAN PERKARA 9%t RASIO PENANGANAN PERKARA 100% 1
D Belum Proses 859 [ Belum Proses 20
Sampai Dengan Tanggal 01012024 Sampai Dengan Tanggal 0101.2024
[l sisa Perkara 65 1B Sisa Perkara
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2024 Sampai Dengan Tanggal 01.01.2024
Masuk Perkara 706 (B Masuk Perlara 2%
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023 Sampai Dengan Tanggal 31122023
[ Putus Perkara 706 B Putus Perkara 24
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023 Sampai Dengan Tanggal 31122023
Sisa Akhir Perkara 65 Sisa Akhir Perkara
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023 Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023

Indikator Kinerja
Minggu  25/02/2024. 065024 P

+Jsaoeemoe [ +-|[@)

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

diseesskan) x 100%

+ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 20 tentang Penyeiesaian Periara

Nomor 436/Dju/HM.02 Y4207 Tang

+ Perkara yang disclesaikan (2t Wikt menggLnakan iformasi pngka wakty
penyelesaian pada SFP
« Juniah

utus dan

s

sesusi UL Normor 31 Tahun 1994 tentang Pemberancasan Trdak Pidana Korups
+ Junlah p wich pe i
pads tahun berjaan

Persentase Perkara Tepat Wakty

100%

Tabel 14. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2019 s.d Tahun 2023

Jumlah Perkara yang

Jumlah Perkara Pidana yang

il R LI Pidana Diselesaikan Diselesaikan Tepat Waktu Capaian
2023 730 730 96% 100% 104,2%
Persentase
Perkara Pidana 2022 753 753 95% 100% 105%
Yang 2021 717 717 90% 100% 111%
Diselesaikan 2020 676 676 88% 100% 114%
e elan 2019 600 600 87% 100% 115%
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Sasaran 1 - Indikator kinerja 3. Persentase Perkara
Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana khusus yang
diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah
perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan
pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara pidana
khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output
adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan
tepat waktu pada bulan berjalan. Perkara pidana khusus
yang ditanganani di Pengadilan Tinggi Riau adalah pidana
Tindak Korupsi
penyelesaiannya adalah maksimal 60 hari sesuai diatur
dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana (Tipikor), yang  waktu

Pada tahun 2023 indikator persentase perkara pidana khusus
yang diselesaikan tepat waktu memperoleh capaian sebesar
100%. Dari jumlah 35 Perkara Pidana khusus tersebut,
keseluruhannya Perkara Pidana Khusus dapat diselesaikan tidak
melebihi waktu 60 hari, sehingga realisasinya mencapai 100%.

Perhitungan penyelesaian perkara ini realisasi ini dilakukan secara
sistematis melalui aplikasi SIPP dan pengukuran kinerjanya diukur
melalui aplikasi Evakip.

Gambar 7. Capaian Indikator Persentase Perkara Pidana Khusus
yang diselesaikan Tepat Waktu pada aplikasi SIPP dan Evakip

i= Pidana Tipikor
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Bl Putus Perkara 35
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Bl Sisa Akhir Perkara 1
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023
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35 100%

Tabel 15.Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu Tahun 2023

Jumlah Perkara Pidana Khusus

Jumlah Perkara Pidana Khusus

Realisasi Perkara Pidana Khusus

yang Putus Pada Tahun 2023

yang Putus Tepat Waktu

yang Putus Tepat Waktu (%)

Januari 5 5 -

Februari 3 3 100%
Maret 2 2 100%
April 1 1 100%
Mei 4 4 100%
Juni 1 1 100%
Juli 4 4 100%
Agustus 4 4 100%
September 2 2 100%
Oktober 1 1 100%
November 2 2 100%
Desember 6 6 100%
Jumlah 35 35 100%

Capaian persentase penyelesaian perkara pidana khusus yang
diselesaikan tepat waktu sepanjang tahun 2019 sampai dengan
2023 berturut— turut adalah 80% , 110%, 109% , 100%, dan
100%. Pada tahun 2023, realisasi dan capaian perkara pidana
khusus yang diselesaikan tepat waktu tetap mampu
dipertahankan sebesar 100%. Keberhasilan penyelesaian
perkara pidana khusus tepat waktu selalu mencapai
100% menunjukkan konsistensi kinerja  Pengadilan
Tinggi Riau dalam melaksanakan penyelesaian perkara

tepat waktu.

Grafik 3. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus
Tepat Waktu tahun 2019 s.d tahun 2023
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Tabel 16.Persentase Penyelesaian Perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 s.d 2023

Indikator Kinerja Perkara Pidana Perkara Pidana yang Target Realisasi  Capaian
Diselesaikan Tahun 2023 Diselesaikan Tepat Waktu
Persentase 2023 35 35 100% 100% 100%
Perkara Pidana 2022 33 33 100 100% 100%
Khusus yang 2021 38 38 92% 100% 109%
Diselesaikan Tepat 2020 24 24 91% 100% 110%
Waktu 2019 25 18 90% 72% 80%

Keberhasilan kinerja penyelesaian perkara baik perkara
Perdata, Pidana, maupun Pidana khusus pada tahun 2023
sehingga seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu dan
realisasi kinerja mencapai 100% ditunjang oleh factor-faktor
sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014
tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat
Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan
untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan
maksimal 60 (enam) puluh hari untuk perkara pidana
khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi sesuai diatur
dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kebijakan
tersebut, maka otomatis Hakim dan Panitera

bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara
dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu maksimal
hanya 3 bulan.

Sasaran 1 - Indikator kinerja 4. Persentase Perkara yang
tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Indikator “Persentase yang tidak

mengajukan upaya hukum Kasasi” adalah perbandingan

kinerja perkara
jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
dengan jumlah putusan perkara. Input adalah jumlah
perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output
adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi. Secara umum semakin sedikit yang mengajukan
upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan
pengadilan di tingkat banding.

Pada tahun 2023, realisasi perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi adalah sebesar 42,5 %, karena dari 960
perkara yang diputus di tingkat banding pada tahun 2023,
sebanyak 552 perkara mengajukan kasasi dan 408 perkara
diukur secara

tidak mengajukan kasasi. Capaian ini

sistematis menggunakan aplikasi Evakip. Realisasi ini

4. Adanya

2. SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan oleh Badan

Peradilan Umum melalui SK Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamaah Agung Rl No.
21/DJU/SK/0OT.01.3/3/2022
Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan

tentang Pembaruan

pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh

Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap
penyelesaian perkara melalui monitoring Evakip,
Rapat koordinasi, Whatsapp Group, teleconference.
reward dan punishment terhadap
penyelesaian sisa perkara yang tepat waktu dan yang

tidak tepat waktu.

5. Adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara

Majelis Hakim, dan aparatur teknis dalam

penyelesaian perkara.

Gambar 8. Capaian Indikator Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasasi pada Evakip
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Tabel 17. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2023

Jumlah Perkara Putus

Jumlah Perkara Putus Tahun 2023 yang

Jumlah Perkara Putus Tahun 2023 yang Tidak

Realisasi Perkara yang Tidak

Tahun 2023 Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (%)

1 Januari 91 54 37 40,66%
2 Februari 58 34 24 41,38%
3 Maret 70 37 33 47,14%
4 April 42 24 18 42,86%
5 Mei 89 53 36 40,45%
6 Juni 96 70 26 27,08%
7 Juli 97 64 33 34,02%
8 Agustus 91 54 37 40,66%
9 September 52 18 34 65,38%
10 Oktober 103 68 35 33,98%
11 November 98 56 42 42,86%
12 Desember 73 20 53 72,60%

Jumlah 960 552 408 42,50%

Grafik 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh Hukum Kasasi Th. 2019 -2023

salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu
putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila
merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada
Mahkamah Agung.
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mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Berturut turut capaian dari
tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 88%, 67%, 76%, 4
104%, dan 106,3%. Selain itu realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar
42,5% meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 38%.
menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tinggi
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Riau pada tahun 2023 meningkat, sehingga jumlah perkara yang
mengajukan kasasi lebih sedikit dibandingkan yang tidak mengajukan
kasasi.
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Tabel 18. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2019 s.d 2023

Jumlah Perkara
Putus Tingkat
Banding Tahun

Jumlah Perkara Yang Jumlah Perkara Yang
Mengajukan Upaya Tidak Mengajukan
Hukum Kasasi Upaya Hukum Kasasi

LU Realisasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

2023 960 552 408 40% 42,5% 106,3%
Persentase Perkara 2022 1045 644 401 37% 38% 104%
va r.'ng L 2021 1012 614 397 52% 39% 76%
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi 2020 974 640 334 51% 34% 67%
2019 943 531 412 50% 44% 88%

Salah satu faktor meningkatnya jumlah pencari keadilan
mengajukan Kasasi dapat disebabkan oleh ketidakpuasan
para pencari keadilan terhadap hasil putusan tingkat
banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya
hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak
belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan
perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.
Pengadilan Tinggi Riau dalam upaya memenuhi tuntutan
masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan
strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada

tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan
sumber daya aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau
melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan briefing
yang dilakukan aparatur teknis secara periodik. Dengan
adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka
kepercayaan dan Tingkat penerimaan putusan masyarakat
atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga
diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan

Pengadilan Tinggi Riau.
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Sasaran 1 - Indikator kinerja 5. Index Persepsi
Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan adalah perbandingan jumlah responden Peradilan
Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat
Banding dengan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama.
Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No.
Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang
Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan
RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ruang
lingkup yang diukur dalam survey ini terdiri dari 9 komponen,
yaitu:

Persyaratan

Prosedur

Waktu pelayanan

Biaya/Tarif

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kompetensi Pelaksana

Perilaku Pelaksana

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

© 0 N o U A WN e

Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara
elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan
Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yaitu
aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum. Dari hasil survey, Nilai Index Persepsi
Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada
Pengadilan Tinggi Riau tahun 2023 memperoleh realisasi sebesar

98,2%. Realisasi tersebut melebihi target yang awalnya ditetapkan
96% sehingga memperoleh capaian sebesar 102,2%.

Gambar 9. Nilai Index Persepsi Stakeholder yang Puas
Terhadap Layanan Peradilan aplikasi Survey
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Tabel dibawah ini menunjukkan data peningkatan capaian kinerja
indeks responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap
layanan Peradilan Tingkat Banding pada tahun 2019 sampai
dengan tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa Pengadilan
Tinggi Riau telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan
standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya. Index survey kepuasan
masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2023
sebesar 98,2 %, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang hanya
mencapai 95%. Kondisi ini menunjukkan kepuasan masyarakat
terhadap layanan Pengadilan Tinggi Riau semakin meningkat.

Tabel 19.Capaian indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2019 s.d tahun 2023

TAHUN NO RUANG LINGKUP

Th. 2019 Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Waktu Penyelesaian

Biaya/Tarif

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Kompetensi Pelaksana

N o b owN e

Perilaku Pelaksana

Penanganan pengaduan,

masukan

saran,

9 Sarana dan Prasarana

Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2019 :

Th. 2020 1

Persyaratan

2  Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NTE RIS’I;CE):T Al KATEGORI *REALISASI TARGET CAPAIAN
95,5 Sangat baik 95,5 86 111,0%
90,3 Sangat baik 90,3 86 105,0%
76,8 Sangat baik 76,8 86 89,3%
79,5 Sangat Baik 79,5 86 92,4%
92,5 Sangat baik 92,5 86 107,6%
93,3 Sangat baik 93,3 86 108,5%
92,5 Sangat baik 92,5 86 107,6%
77,8 Sangat baik 77,8 86 90,5%
92,5 Sangat baik 92,5 86 107,6%

102,1%
94,0 Sangat baik 94,0 87 108,0%
93,5 Sangat baik 93,5 87 107,5%
85,8 Sangat baik 85,8 87 98,6%

3 Waktu Penyelesaian
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4 Biaya/Tarif 88,0 Sangat Baik 88,0 87 101,1%

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 90,5 Sangat baik 90,5 87 104,0%

6 Kompetensi Pelaksana 88,0 Sangat baik 88,0 87 101,1%

7  Perilaku Pelaksana 88,8 Sangat baik 88,8 87 102,0%

8  Penanganan pengaduan, saran, masukan 97,5 Sangat baik 97,5 87 112,1%

9  Sarana dan Prasarana 87,0 Sangat baik 87,0 87 100,0%
Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2020 :

Th. 2021 1  Persyaratan 98,8 Sangat baik 98,8 88 112,3%
2  Sistem, Mekanisme dan Prosedur 100,0 Sangat baik 100,0 88 113,6%
3 Waktu Penyelesaian 100,0 Sangat baik 100,0 88 113,6%
4 Biaya/Tarif 100,0 Sangat Baik 100,0 88 113,6%
5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 100,0 Sangat baik 100,0 88 113,6%
6 Kompetensi Pelaksana 100,0 Sangat baik 100,0 88 113,6%
7 Perilaku Pelaksana 100,0 Sangat baik 100,0 88 113,6%
8 Penanganan pengaduan, saran, masukan 100,0 Sangat baik 100,0 88a 113,6%
9  Sarana dan Prasarana 100,0 Sangat baik 100,0 88 113,6%

Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2021 : 99,87 88 113%

Th. 2022 1  Persyaratan 94,77 Sangat baik 94,77 95 99,76%
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 95,92 Sangat baik 95,92 95 100%
3 Waktu Penyelesaian 93,6 Sangat baik 93,6 95 98,52%
4 Biaya/Tarif 96,5 Sangat Baik 96,5 95 98,44%
5  Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 95,92 Sangat baik 95,92 95 99,04%
6 Kompetensi Pelaksana 94,17 Sangat baik 94,17 95 99,12%
7  Perilaku Pelaksana 92,45 Sangat baik 92,45 95 97,31%
8  Penanganan pengaduan, saran, masukan 93,35 Sangat baik 93,35 95 98,26%
9  Sarana dan Prasarana 98,82 Sangat baik 98,82 95 104,02%

Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2022 : 95,28 95 100%

Th. 2023 1  Persyaratan 98,77 Sangat baik 98,77 96 99,76%
2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 97,32 Sangat baik 97,32 96 100%
3 Waktu Penyelesaian 98,9 Sangat baik 98,9 96 98,52%
4 Biaya/Tarif 97,32 Sangat Baik 97,32 96 98,44%
5  Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 98,7 Sangat baik 98,7 96 99,04%
6 Kompetensi Pelaksana 98,17 Sangat baik 98,17 96 99,12%
7  Perilaku Pelaksana 98,8 Sangat baik 98,8 96 97,31%
8  Penanganan pengaduan, saran, masukan 99,35 Sangat baik 99,35 96 98,26%
9  Sarana dan Prasarana 96,05 Sangat baik 96,05 96 104,02%

Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2023 : 98,2 96 102,2%

Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah:
1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 4. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai Standar

melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan,
melalui Briefing, Bimtek, Training Service Excellent,
Pelatihan Pelayanan Disabilitas,

Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan publik
yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk
pengguna disabilitas.

Optimalisasi inovasi berbasis teknologi informasi yang
memudahkan pelayanan publik.

Pelayanan dan SOP.

Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelayanan
PTSP yang dilaksanakan secara periodik dan
ditindaklanjuti.

Pemberian reward dan punishment bagi aparatur
pelayanan publik.



Sasaran 2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

penyelesaian perkara.

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesai Perkarayang bertujuan untuk mewujudkan percepatan

Indikator

Target Sasaran Capaian

1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang 100% 100% 100%
dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu
2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang 100% 100% 100%
dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu
3. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus 100% 100% 100%
yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu
Rata-rata Capaian Sasaran 2 100%

Sasaran 2 - Indikator kinerja 1. Persentase Salinan
Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan
Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perdata yang dikirim
ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah
salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju
tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata. Input adalah
jumlah Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan
pengaju, sedangkan outputnya adalah jumlah Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.
Pada tahun 2023 indikator ini mencapai target 100%, karena hampir
seluruh salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

Pengiriman salinan putusan ke pengadilan Pengaju mengacu pada

Gambar 10. Capaian Indikator Persentase Salinan putusan
perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat
waktu, pada aplikasi Evakip
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Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal
Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan
Surat Edaran No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan
Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Persentase Krim Salian Putusan Tepat

100%
—

Jumish Sainan Putusan Yang
Dikiirican Tepat Waktu
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Tompilkan Dot
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Pada tahun 2022, jumlah putusan perkara perdata sebanyak 195
perkara dan sebanyak 195 putusan perkara perdata dikirim ke
pengadilan pengaju tepat waktu. Capaian ini diukur secara
sistematis menggunakan aplikasi Evakip. Pada umumnya
Pengadilan Tinggi Riau mengirim Salinan putusan ke Pengadilan
pengaju melalui email atau melalui ekspedisi setelah perkara
diputus, dan tanggal pengiriman salinan putusan diinputkan ke SIPP
(Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Salinan putusan dikirim ke

Pengadilan pengaju paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan
diucapkan, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Riau untuk
mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini
menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Riau dalam pengiriman
putusan perkara. Berikut tabel rincian pengiriman salinan putusan
perkara perdata ke pengadilan pengaju tepat waktu selama tahun
2023.
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Tabel 20. Jumlah Salinan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023

Jumlah Salinan Perkara Jumlah Salinan Perkara Perdata

Jumlah Salinan Perkara
yang Dikirim ke

Peggitgzgﬁgﬁ E;I:;l;‘n ke yang Diki.rim ke Pengadilan e ey — % Realisasi
ju Pengaju Tepat Waktu T TR
1 Januari 16 16 0 100%
2 Februari 19 19 0 100%
3 Maret 20 20 0 100%
4 April 5 5 0 100%
5  Mei 13 13 0 100%
6 Juni 33 33 0 100%
7 Juli 15 15 0 100%
8  Agustus 15 15 0 100%
9  September 6 6 0 100%
10  Oktober 23 23 0 100%
11 November 20 20 0 100%
12 Desember 10 10 0 100%
Jumlah 195 195 0 100%

Dari data pada table di atasa Pengiriman salinan putusan
perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju pada
tahun 2023 selalu tepat waktu. Kondisi ini telah dilakukan
pada tahun-tahun sebelumnya, berturut-turut capaian
kinerja persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke
pengadilan pengaju tepat waktu dari tahun 2019, 2020,
2021, 2022 dan 2023 adalah sebesar 100%, 100%, 99,6%,
100% dan 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja
pengiriman salinan putusan perkara perdata tepat waktu
selalu dipertahankan setiap tahun.

Grafik 5. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang
Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019 - 2023
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Tabel 21.Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Jumlah Putusan

Jumlah Salinan Putusan yang

Indikator Kinerja Tahun Perkara Perdata Dikirim Kepengadilan Pengaju Target Realisasi Capaian
Tepat Waktu
Persentase Salinan 2023 195 195 100%  100% 100%
Putusan Perkara
2022 259 259 100% 100% 100%

Perdata Yang
Dikirim 2021 256 255 100% 99,6% 99,6%
Kepangadilan 2020 274 274 100% 100% 100%
Pengaju Tepat
Waktu 2019 244 244 100% 100% 100%
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Sasaran 2 - Indikator 2. Persentase Salinan
Putusan Perkara Perkara Pidana yang Dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perkara Pidana yang
dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan
jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan
pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana. Pada
tahun 2023 capaian indikator persentase salinan putusan perkara
pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai
100%. Jumlah putusan perkara pidana (Pidana Biasa dan Pidana
Anak) sebanyak 730 perkara, sebanyak 730 salinan putusan perkara
Pidana dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

Seperti perkara Perdata, pengiriman salinan putusan perkara
Pidana ke pengadilan pengaju mengacu pada Surat Dirjen Badilum
486/DJU/HM.02.3/4/2021  Perihal ~ Pengendalian
Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran

Nomor

No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan
Putusan, yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
Pengiriman salinan putusan dicatat dengan valid pada aplikasi SIPP
(Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Capaian indikator ini diukur melalui aplikasi Evakip. Pada Tahun
2023, seluruh salinan putusan perkara pidana dikirim tepat waktu
tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Gambar 11. Capaian Indikator Persentase salinan putusan
perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat
waktu, pada aplikasi Evakip
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Berikut rincian jumlah salinan perkara pidana yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat waktu.

Tabel 22. Jumlah Salinan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2023

Jumlah Salinan putusan Perkara Jumlah Salinan Perkara Pidana

Jumlah Salinan putusan

Perkara Pidana Dikirim ke Pidana dikirim ke Pengadilan Yang dikirim ke Pengadilan % Realisasi
Pengadilan Pengaju Pengaju Tepat Waktu Pengaju Tidak Tepat Waktu
1 Januari 70 70 0 100%
2 Februari 36 36 0 100%
3 Maret 48 48 0 100%
4 April 36 36 0 100%
5 Mei 72 72 0 100%
6 Juni 62 62 0 100%
7 Juli 78 78 0 100%
8 Agustus 72 72 0 100%
9 September 44 44 0 100%
10 Oktober 79 79 0 100%
11 November 76 76 0 100%
12 Desember 57 57 0 100%

o

Jumlah 730 730 100%

Grafik 6. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang

Capaian kinerja persentase salinan putusan perkara
Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019 - 2023

pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu
berturut — turut dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan
2023 adalah sebesar 100%, 100%, 99,6%, 100% dan

101%
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100%. Kondisi ini menunjukkan konsistensi kinerja 99%
Pengadilan Tinggi Riau dalam pengiriman salinan putusan 98%
perkara pidana agar selalu tepat waktu. 57%
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Tabel 23. Persentase Salinan Putusan Pidana yang diKirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019-2023

Jumlah Salinan Putusan

Indikator Kinerja Tahun jumiah Putusan yang Plkmm . Target Realisasi
Perkara Perdata Kepengadilan Pengaju
Tepat Waktu
Persentase Salinan 2023 730 730 100% 100,0% 100,0%
Putusan Perkara Pidana 2022 753 753 100% 100,0% 100,0%
yang dikirim ke 2021 717 714 100% 99,6% 99,6%
Pengadilan Pengaju 2020 676 676 100% 100,0% 100%
Tepat Waktu 2019 600 600 100% 100,0% 100%
Sasaran 2 - Indikator 3. Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan
Pengaju Tepat Waktu
Gambar 12. Capaian Indikator Persentase salinan
Indikator kinerja “Persentase salinan putusan pidana khusus yang putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan
dikiim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan pengaju tepat waktu pada aplikasi Evakip
jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke
Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara A T T e i E e )
pidana khusus. FT——

Pada tahun 2023, jumlah putusan perkara pidana khusus sebanyak 35
perkara, sebanyak 35 salinan putusan perkara pidana dikirim ke
Pengadilan Pengaju tepat waktu. Seperti perkara perdata dan perkara
pidana, pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus ke
pengadilan pengaju juga dilakukan melalui email atau melalui ekspedisi
setelah perkara diputus, dan salinan putusan dikirim ke pengadilan
pengaju paling lama 14 (empat belas) hari.

Capaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana khusus
yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2023
100%. Capaian

menggunakan aplikasi Evakip.

mencapai ini  diukur secara sistematis

Berikut rincian jumlah salinan perkara pidana khusus yang dikirim ke
Pengadilan pengaju pada tahun 2023.

Jumlah Salinan
Perkara Pidana Khusus

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu /

Rasio = (Jumiah Sainan Putusan yang dikicm tepat waktu/ umleh Safinan

41207 Tanggal 28 Agl 202!

(2073
35 Perkara

Tahun o B

35 Perkara

f— 0 | venrmn 0

Persentase Kirm Solinan Putusan Tepat
Wakty

35 100%

Tamgikan Data

Tabel 24. Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Jumlah Salinan Perkara
Pidana Khusus yang

Jumlah Salinan Perkara
Pidana Khusus yang dikirim

LIl yang dikirim ke dikirim ke Pengadilan ke Pengadilan Pengaju Tidak iG]
Pengadilan Pengaju Pengaju Tepat Waktu Tepat Waktu
1 Januari 5 5 0 100%
2 Februari 3 3 0 100%
3 Maret 2 2 0 100%
4 April 1 1 0 100%
5 Mei 4 4 0 100%
6 Juni 1 1 0 100%
7 Juli 4 4 0 100%
8 Agustus 4 4 0 100%
9 September 2 2 0 100%
10 Oktober 1 1 0 100%
11 November 2 2 0 100%
12 Desember 6 6 0 100%

Jumlah 35 35 100%

o
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Grafik 7. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang

Capaian kinerja persentase salinan putusan perkara Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019 - 2023

pidana khusus yang dikirim ke Pangadilan pengaju

tepat waktu dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan o 00 oo 100 -
2023 adalah sebesar 100%, 95,8%, 100%, 100%, dan o

100%. Pada Tahun 2023 capaian kinerja inikator ini
sama dengan tahun sebelumnya, kondisi ini
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menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau mampu o6 %
mempertahankan kinerja tahun sebelumnya dengan 9564
capaian 100%. 94%

93%
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Tabel 25. Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2019 -2023

Jumlah Salinan Putusan

Jumlah Salinan Putusan Yang

Indikator Perkara Pidana Khusus yang S : Garfi q
Kinerja Tahun dikirim ke Pengadilan D|k|r|r!1 Kepengadilan Target Realisasi Capaian
: Pengaju Tepat Waktu
Pengaju
Persentase 2023 35 35 100% 100% 100%
Salinan 2022 33 33 100%  100%  100%
Putusan
Pidana 2021 38 38 100% 100% 100%
Khusus Yang 2020 24 23 100%  95,8%  95,8%
Dikirim ke
Pengadilan . .
[)

Pengaju 2019 25 25 100% 100% 100%
Tepat Waktu
Pada tahun 2023, capaian kinerja indikator pengiriman Salinan 2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bagian
putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu baik untuk perkara Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi

Perdata, Pidana, dan Pidana Khusus adalah sebesar 100%.

Riau didalam menyelesaikan tugas dan tanggung
Faktor pendukung dalam capaian ini adalah:

jawab dalam pengiriman salinan putusan
1. Implementasi regulasi pengiriman salinan putusan ke 3. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi vyang
Pengadilan Pengaju berdasarkan : dilaksanakan secara periodik.
v" Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun Tahun

2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan,
yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

v' Surat Dirjen Badilum Nomor
486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian
Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara

v' SOP Kepaniteraan yang dkeluarkan Badilum
melalui  SK  No.21/DJU/SK/0T.01.3/3/2022
tentang Pembaruan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri.
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REALISASI ANGGARAN

1. DIPA (01) BUA

ada awal tahun 2023, Pengadilan Tinggi Riau

memperoleh pagu anggaran DIPA (01) BUA sebesar

Rp. 23.697.968.000,00 (Dua puluh tiga milliar enam
ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh
delapan ribu rupiah) yang kemudian pertengahan tahun
direvisi dan memperoleh tambahan anggaran menjadi Rp.
25.968.301.000,00 (Dua puluh lima miliar sembilan ratus
enam puluh delapan juta tiga ratus satu ribu rupiah). DIPA
(01) BUA adalah anggaran untuk mendukung belanja
pegawai, belanja operasional, dan belanja untu pengadaan
sarana dan prasarana.

Rincian anggaran DIPA (01) Pengadilan Tinggi Riau Tahun

2023 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Pegawai sebesar Rp. 21.286.214.000,00
(Dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh enam
juta dua ratus empat belas ribu rupiah). Belanja
pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak
mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji
dan tunjangan, honorarium dan lembur.

b. Belanja Barang
Jumlah Belanja Barang sebesar Rp. 4.522.275.000,00
(Empat miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus
tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari:

a. Belanja Barang Operasional sebesar Rp.
4.434.027.000,00 (Empat miliar empat ratus tiga
puluh empat juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
Belanja Barang Operasional merupakan pembelian
barang dan/atau jasa yang habis pakai yang
dipergunakan  dalam  rangka  pemenuhan

kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya
pelayanan yang bersifat internal.

b. Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp.
88.248.00,00 (Delapan puluh delapan juta dua
ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Belanja
barang non operasional adalah pembelian barang
dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan
strategi pencapaian target kinerja suatu satuan
kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat
eksternal.

c. Belanja Modal
Jumlah Belanja Modal sebesar Rp. 177.812.000,00
(Seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua belas
ribu rupiah). Belanja modal adalah pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang

sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Rincian realisasi anggaran DIPA (01) tahun 2023 dan rincian
realisasi anggaran DIPA (01) pada tahun 2019 sampai
dengan tahun 2023 dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 26. Realisasi DIPA 01 Tahun 2023

Realisasi Anggaran Sisa Anggaran

No. Jenis Belanja Pagu Anggaran
Rp. % Rp. %
Belanja
1. . Rp 21.286.214.000 Rp 21.266.753.432 99,91% Rp  19.460.568 0,19%
Pegawai
2. Belanja Barang Rp 4.522.275.000 Rp 4.521.985.776 99,99% Rp 289.224 0,01%
4, Belanja Modal Rp 177.812.000 Rp 177.779.700 99,98% Rp 32.300 0,02%
Jumlah Rp 25.968.301.000,00 Rp 25.966.518.908 99,92% Rp 19.782.092 0,08%
Tabel 27 Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d Tahun 2023
No Tahun P A Realisasi Anggaran Sisa Anggaran
Anggaran
% Rp. %
1. 2023 Rp 25.968.301.000,00 Rp 25.966.518.908 99,92% Rp 19.782.092 0,08%
2. 2022 Rp 24.512.067.000 Rp 24.476.206.678 99,85% Rp 35.8690.332 0,15%
3. 2021 Rp 24.360.296.000 Rp 24.278.241.068 99,7% Rp 82.054.932 0,3%
4. 2020 Rp 22.261.062.000 Rp 22.076.214.241 99,2% Rp 184.847.759 0,8%
5. 2019 Rp 24.097.263.000 Rp 23.970.405.115 99,5% Rp 126.857.885 0,5%
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Berdasarkan data pada grafik, realisasi anggaran DIPA
(01) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara
berturut-turut adalah 99,5%; 99,2%; 99,7%; 99,85%; dan
99,92%. Data ini menunjuukan realisasi anggaran pada
tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap

tahun Pengadilan Tinggi Riau berupaya untuk

meningkatkan realisasi anggaran guna mendukung

peningkatan kinerja organisasi.

2. DIPA (03) BADILUM

DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah anggaran yang
ditujukan untuk menunjang kegiatan teknis peradilan. Pada
tahun 2023, Pengadilan Tinggi Riau memperoleh anggaran
DIPA (03) sebesar Rp. 235.514.000,00 (Dua ratus tiga puluh

Grafik 8. Realisasi Anggaran DIPA (01)
Tahun 2019 s.d Tahun 2023
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lima juta lima ratus empat belas ribu rupiah). Realisasi
penyerapan DIPA (03) pada tahun 2023 adalah sebesar
99,86% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 28. Realisasi DIPA 03

Realisasi Anggaran

Sisa Anggaran

No. Jenis Belanja Pagu Anggaran
Rp. % Rp. %
1. Belanja Barang Rp 235.514.000 Rp 235.503.651 100% Rp 10.349 0%
Jumlah Rp 235.514.000 Rp 235.503.651 100% Rp 10.349 0%

Realisasi anggaran DIPA (03) pada tahun 2019 sampai dengan
tahun 2023 sesuai data pada grafik secara berturu-turut
adalah sebesar 99,5% ; 99,83% ; 99,7% ; 99,86% ; dan 100%.
Kondisi ini menunjukkan untuk mendukung kinerja,
Pengadilan Tinggi Riau selalu berusaha meningkatkan
realisasi anggaran setiap tahunnya, dan pada tahun 2023
realisasi anggaran mencapai 100% dan lebih tinggi
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (03) Pengadilan Tinggi Riau
digunakan untuk mendukung tercapainya masing-
masing indikator sasaran strategis, dengan program dan
kegiatan sebagai berikut:

1. Program: Dukungan Manajemen
1.1. Kegiatan:
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan
Keuangan badan Urusan Administrasi. Program
dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya
indikator Sasaran Strategis 1, sebagai berikut:
a. Persentase yang

perkara perdata

diselesaikan tepat waktu

Grafik 9.Realisasi Anggaran DIPA (03)
Tahun 2019 s.d Tahun 2023
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b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan
tepat waktu

c. Persentase perkara pidana khusus yang
diselesaikan tepat waktu

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi
anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp.
25.986.301.000,00 dengan rincian realisasi belanja
sebagai berikut :
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Tabel 29. Realisasi DIPA 01 mendukung capaian Sasaran Strategis 1

1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Rp 21.286.214.000 Rp 21.266.753.432 99,91%
2 Belanja Barang Operasional Rp 970.263.000 Rp 970,132,838 99,99%
3 Belanja Non Operasional Rp 120.800.000 Rp 120.799.723 100,0%
4 Belanja Barang Persediaan Rp 29.018.000 Rp 29.013.100 100,0%
5 Belanja Jasa Rp 1.668.352.000 Rp 1.668.350.495 100,0%
6 Belanja Pemeliharaan Rp 1.334.886.000 Rp 1.334.737.332 100,0%
7 Belanja Perjalanan Dalam Negeri Rp 398.956.000 Rp 398.952.288 99,99%
8 :Aee'ii"rfa hAISGE FEIR I CE Rp 177.812.000 Rp 177.779.700 99,98%

1.2. Kegiatan:
Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan
Mahkamah Agung Rl kegiatan ini untuk
mendukung tercapainya salah satu Indikator
Sasaran Strategis 1 vyaitu: Index Persepsi
Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan

yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi
anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp.
177.812.000,00 dengan rincian realisasi belanja
sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator Sasaran 1 — Indikator 5

1 Belanja Modal
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp 33,148,000 Rp 33,148,000 100%
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Rp 144,664,000 Rp 144,631,700 99.98%
Jumlah Rp 177,812,000 Rp 177,779,700 99.98%
2. Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum b. Persentase pengiriman salinan putusan

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan
kegiatan ini

indikator

Umum. Program dan untuk

mendukung Sasaran
Strategis 2 yaitu:

a. Persentase

tercapainya

pengiriman salinan putusan
perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan

Pengaju tepat waktu

perkara pidana khusus yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju tepat waktu

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi
anggaran DIPA (03) BADILUM
235.514.000,- dengan rincian realisasi belanja

sebesar Rp.

sebagai berikut :

Tabel 31. Realisasi DIPA 03 Mendukung Sasaran Strategis 2

|

Belanja Barang Operasional Rp 36.370.000 Rp 36.369.500 100%
Belanja Barang Persediaan Rp 70.357.000 Rp 70.356.366 100%
Belanja Non Operasional Rp 33.159.000 Rp 33.157.920 100%
4 BelanjaPerjalanan Dalam Rp  95.628.000 Rp  95.619.865 99,9%

Negeri




Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Untuk pengiriman salinan putusan

Perdata menggunakan biaya Proses dari bagian kepaniteraan Perdata. Berikut rincian biaya proses tahun 2023.

Tabel 32. Biaya Proses Tahun 2023 mendukung Sasaran Strategis 2

Keadaan Keuangan

No Periode draian saldo Penerimaan Pengeluaran SaIdF) Kas di Kas di
Awal Akhir Bank Brankas
1 Januari Biaya Perkara  426.000 3.150.000 3.050.000 526.000 0 526.000
2 Februari Biaya Perkara  526.000 1.950.000 2.070.000  406.000 0 406.000
3 Maret Biaya Perkara  406.000 1.800.000 1.960.000  246.000 0 246.000
4 April Biaya Perkara  246.000 2.100.000 1.920.000 426.000 0 426.000
5 Mei Biaya Perkara  426.000 4.650.000 4.290.000  786.000 0 786.000
6  Juni Biaya Perkara  786.000 1.650.000 2.090.000  346.000 0 346.000
7 Juli Biaya Perkara  346.000 1.800.000 1.860.000 286.000 0 286.000
8 Agustus Biaya Perkara  286.000 1.950.000 1.990.000 246.000 0 246.000
9 September Biaya Perkara  246.000 2.700.000 2.460.000  486.000 0 486.000
10  Oktober Biaya Perkara  486.000 2.700.000 2.800.000  386.000 0 386.000
11  November Biaya Perkara 386.000 2.100.000 2.220.000  266.000 0 266.000
12 Desember  Biaya Perkara 266.000 1.200.000 1.240.000  226.000 0 226.000

Tabel berikut ini menunjukkan matrik rincian realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Riau TA. 2023 sesuai program dan
kegiatan dan rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja

yang diperjanjikan Pengadilan Tinggi Riau tahun 2023.
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Tabel 33. Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Strategis 2

Surrber Anggaran

1. Terwyudnya 1. Fersentase Perkara Perdata Yang Frogram: Dukungan DPA(01) Badan 25,696,316,361 1. BelanjaGaji & Tunjangan PNS 21,286,214,000 21,267,678,754 99.91%
Proses Peradian - Disslesaikan Teoat waktu Manaiemen Urusan -
Yang Pasti, 2. Fersentase PerkaraPidara Yang Kesiatan:Pembinaan Admriniztrasi MARI 2. Belanja Barang Operasional 970,263,000 970,132,838  99.99%
Transparan, dan ,  Disslesaikan Tepat Waktu SjadioiSk Gk san
Akuntabel 3. Persentase Perkara Pidana khusys Po78e0laanKeuangan "3 BelanjaBarang Non Operasional
: Badan Urusan 29018000 25,013,100  99.98%
,  Yane DisslesalkanTeoat Waktu  ayinisirasi -
4. Fersentase Perkara Yang Tidak 4. BelanjaBarang Persediaan
3 ; 120,800,000 120,799,723  100.00%
Mengajukan Upaya HukumKasasi
L4 >
5. Belanjalasa
1,668,352,000 1,668,350,495  100.00%
r
6. BelanjaPemsliharaan 1,334,885000 1,334,737,332  99.99%
7. BelanjaPerjalanan Dalam Negesi 398,956,000 398,952,288  100.00%
5 |ndexRssponden Penzadian Kegiatan: Pengadaan DPA (01} Badan 177,812,000 5. Belanja Modd Pengadaan alat 177,812,000 177,779,700  99.98%
Tingkat Fertama Yang Puas Sansdan frmpanadi| - ynon Data dan Konunikasi
ng Lngeungan Mahkamah 55t . PR
Terhadap Layanan PengadiBn Aoing Administrasi MAR serta Pengadaan peralatan
Tinggi fasilitas perkantoran
2 Peningkatan 4. Persentase Putusan PerkaraYang  Program Penegakandan  pA (03) 235,514,000 "1 Bslanja Barang Operasional 36,370,000 36,349,500  100.00%
Efektifitas Menarik Perhatian Masyarakat Yang  Pelayanan Hukum Direktorat 4 . <
Dapat Diskses Secara Online Dalam '1. Belanja Barang Persediaan 70,357,000 70,356,366  100.00%
mg*“_“ Waktu 1 Hari Setelah Putus "E"::m' 3. Belnja Non Operasional 33,159,000 33,157,920  100.00%
Penysesaian Fer. Umum 5 = .
N Belanja Perjdanan DadamNegeri 95,628,000 95,619 865 99.95%
Perkara
2 Fersentase Safinan Putusan Kegiatan: Peningkatan
rerkara Perdata Yang Dikirimke ManajemenPeradian
- Urmum
Fengadian Pengaju Tepat Waktu

3. Persentase Salinan Putusan Perkara
Purdata Yang Dikirim Ke Pengadilan
Pengaju Tepat Wakty
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PENUTUP




KESIMPULAN

aporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan

Tinggi Riau Tahun 2023 menyajikan pencapaian

2 (dua) sasaran strategis yang menggunakan alat
ukur 5 (lima) indikator pada Sasaran-1: Terwujudnya
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
dan 3 (tiga) indikator pada Sasaran-2 : Peningkatan
Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator
kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh
rata-rata capaian sebesar 101,7%. Dari 8 (delapan)
indikator kinerja yang diperjanjikan, semua indikator
kinerja dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh
capaian kinerja diatas 100%, yaitu capaian Sasaran 1:
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan
dan akuntabel sebesar 103,4%, dan capaian Sasaran 2:
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara sebesar 100%. Capaian Sasaran ke-1
meningkat dari tahun sebelumnya, sedangkan Sasaran
ke-2 dapat mempertahankan capaian tahun
sebelumnya.

REKOMENDASI

endala dan permasalahan yang menyebabkan
tidak tercapainya sasaran tersebut agar
menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun
mendatang. Untuk mengatasi kendala dan
permasalahannya, Pengadilan Tinggi Riau dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara
keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen
aparatur peradilan, masyarakat, dan civil society
sebagai bahan integral dari pengadilan.

2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian
perkara.

3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan
publik terhadap badan peradilan .

4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh

beberapa faktor vyaitu anggaran, kebijakan,
peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber
daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dan

teknologi informasi sebagai faktor penunjang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, telah
direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan
Administrasi sebesar Rp. 25.966.518.908 (Dua puluh
lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta
limaratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan
rupiah) atau 99,92%, dan anggaran dari DIPA (03) Badan
Peradilan Umum sebesar Rp. 235.503.651 (Dua ratus
tiga puluh lima juta lima ratus tiga ribu enam ratus lima
puluh satu rupiah) atau 100%.

Penguatan kualitas dan Integritas Sumber Daya Manusia
untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan
masyarakat .

Optimalisasi inovasi berbasis teknologi informasi.
Peningkatan sarana prasarana dan kualitas lingkungan kerja.
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STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI RIAU

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI RIAU

KETUA
r WAKIL KETUA
MAJELIS HAKIM — — — — — — —J
PANITERA SEKRETARIS
| U
| I | 1
| KEPALA BAGIAN | KEPALA BAGIAN
! PERENCANAAN DAN | UMUM DAN
| | I | | KEPEGAWAIAN : KEUANGAN
I I
KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN
PANITERA | |
e I el B RENCANA PROGRAMDAN | TATAUSAHA DAN RUMAH
MUDA MUDA |  MUDA MUDA ASlGBARAN I TARGOA
PERDATA PIDANA | TIPIKOR HUKUM |
I KEPALA SUB BAGIAN I KEPALA SUB BAGIAN
| KEPEGAWAIAN DAN | KEUANGAN DAN
I TEKNOLOGI INFORMASI I PELAPORAN
| |
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KEPANITERAAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN

1. PANITERA PENGGANTI 1.FUNGSONAL ARSIPARIS
2.FUNGSIONAL ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN
3.FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER

B - GARIS KOMMANDO 4.FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APEN

———  ->GARIS KOORDINASI 5.FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN




LAMPIRAN 2 :
INDIKATOR KINERJA UTAMA



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI RIAU

NO ([ KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA PENJELASAN r:‘lx,il;GGUNG SUMBER DATA
1. | Terwujudnya Persentase Perkara Panitera Laporan
Proses Peradilan Perdata yang Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
yang Pasti, diselesaikan Tepat Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan dan
Transparan dan | Waktu Catatan : Laporan
Akuntabel Tahunan
e SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28
April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan
Pemberkasan Perkara.
e Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi
jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
e Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara
yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA
Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat
3 (tiga) bulan.
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.
Persentase perkara Panitera Laporan
pidana yang Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
diselesaikan tepat Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan dan

waktu




Catatan: Laporan
e SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Tahunan
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal
28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan
Pemberkasan Perkara.
e Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi
jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
e Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara
yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA
Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat
3 (tiga) bulan.
e Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.
Persentase perkara Panitera Laporan
Pidana Khusus yang Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu 100% Bulanan
diselesaikan Tepat Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan dan
Waktu Laporan
Tahunan

Catatan:

e SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.




e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal
28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan
Pemberkasan Perkara.

e Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi
jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

e Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara
yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA
Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat
3 (tiga) bulan.

e Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2
(dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.

Persentase Perkara
yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

100%
Jumlah Perkara yang diselesaikan °

Catatan:

o Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya
hukum kasasi dari upaya hukum banding.

e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.

Panitera

Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan




Index Persepsi Panitera dan Laporan
Stakeholder yang Puas Index Persepsi Kepuasan Stakeholder Sekretaris Semesteran,
Terhadap Layanan Bulanan
Peradilan dan Tahunan
Catatan:
e PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik.
e Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM
Index harus > 80.
Peningkatan Persentase Salinan Panitera Laporan
Efektivitas Putusan Perkara Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Bulanan
PengeIOIaan Perdata yang dikirim ke Jumlah Salinan PutusanP::fIZ:‘aT:::ita‘:ella\:(::g dikirim ke Pengadilan 100% dan
Penyelesaian Pengadilan Pengaju Pengaju Laporan
Perkara Tepat Waktu Tahunan

Catatan:
e Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang

Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan
dan Petikan Putusan

e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal
28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian
Minutasi dan Pemberkasan Perkara.




Persentase Salinan Panitera Laporan
Putusan Perkara Pidana Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Bulanan
e Pengaju Tepat Waktu o
yang d”_(Irlm ke . Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan 100% dan
Pengadilan Pengaju Pengaju Laporan
Tepat Waktu Tahunan
Catatan:
e Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang
Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan
dan Petikan Putusan
e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal
28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian
Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
Persentase Salinan Panitera Laporan
Putusan Perkara Pidana Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan 100% Bulanan
Khusus yang dikirim ke Pengaju Tepat Waktu ’ dan
'y g . Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
Pengadilan Pengaju Laporan
Tepat Waktu Tahunan

Catatan:
e Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang

Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan
dan Petikan Putusan

e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal
28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian
Minutasi dan Pemberkasan Perkara.




LAMPIRAN 3 :
MATRIK RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



Matrik Reviu Rencana Strategis 2020 - 2024

Terwujudnya 93% Meningkatnya Persentase Perkara Perdata Yang 88%  90% 95% 96% 97% Dukungan Pembinaan administrasi dan = Penyelenggaraan  Slayanan | 120.000.000.000
kepercayaan publik kepercayaan Diselesaikan Tepat Waktu Manajemen  pengelolaan keuangan operasional
atas pelayanan 93%, publik atas Persentase Perkara Pidana Yang 88%  90% 95% 96% 97% Badan Urusan Administrasi perkantoran dan
Pengadilan Tinggi pelayanan Diselesaikan Tepat Waktu non operasional
Riau 97% pengadilan tinggi Persentase Perkara Pidana Khusus Yang  91%  92% 100%  100%  100%
riau Diselesaikan Tepat Waktu
44% Persentase perkara yang tidak 51%  52% 37% 40% | 40%
mengajukan upaya hukum kasasi
93% Index persepsi Stakeholder yang puas 87%  BB% 95% 96% 97% Pengadaan sarana dan Pengadaan 5 layanan 2.000.000.000
terhadap layonan Pengadilan prasarana di lingkungan sarana dan
Mahkamah Agung prasarana
Meningkatnya 100% Peningkatan Persentase Salinan Putusan Perkara 100% 100%  100%  100%  100%  Penegakan Peningkatan manajemen Jumlah perkara 5000 1.800.000.000
efektifitas efektifitas Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan dan peradilan umum peradilan umum | perkara
pengelolaan pengelalaan Pengaju tepat waktu Pelayanan yang diselesaikan
penyelesaian 100% penyelesaian Persentase Salinan Putusan Pidana 100% 100%  100% | 100% | 100%  hukum tingkat banding
perkara perkara Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan tepat waktu
Pengaju tepat waktu
100% Persentase Salinan Putusan Perkara 100% 100%  100% | 100% | 100%

Pidana Khusus Yang Dikirim ke
Pengadilan Pengaju tepat waktu
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LAMPIRAN 4 :
RENCANA KINERJA TAHUN 2023



PENGADILAN TINGGI RIAU

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

NO. W4.U/ 336 /OT.01.1/1/2023

-

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Terwujudnya Proses Persentase Perkara Perdata yang | 96%
Peradilan yang Pasti, diselesaikan Tepat Waktu
Transparan, dan _ -
Akuntabel Persentase Perkara Pidana yang| 96%
diselesaikan Tepat Waktu
Persentase Perkara Pidana Khusus | 100%
yang diselesaikan Tepat Waktu
Persentase Perkara Yang Tidak | 40%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Index Persepsi Stakeholder yang | 96%
Puas Terhadap Layanan Peradilan
2 | Peningkatan Efektivitas Persentase  Salinan  Putusan | 100%
Pengelolaan Perkara Perdata yang dikirim ke
Penyelesaian Perkara Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Persentase  Salinan Putusan | 100%
Perkara Pidana yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
Persentase Salinan Putusan | 100%

Perkara Pidana Khusus yang.
dikirim ke Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu
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PERNYATAAN REVISI PERJANJIAN KINERIJA
PENGADILAN TINGGI RIAU

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NOMOR : 4611/KPT.W4-U/RA1.10/X/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak
pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 2 Oktober 2023




REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NOMOR : 4611/KPT.W4-U/RA1.10/X/2023

PENGADILAN TINGGI RIAU

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Terwujudnya Proses 1 | Persentase Perkara Perdata yang| 96%
Peradilan yang Pasti, diselesaikan Tepat Waktu
Transparan, dan
Akuntabel 2 | Persentase Perkara Pidana vyang| 96%

Diselesaikan Tepat Waktu

3 | Persentase Perkara Pidana Khusus | 100%
yang diselesaikan Tepat Waktu

4 | Persentase Perkara Yang Tidak| 40%
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

5 | Index Persepsi Stakeholder yang Puas 96%
Terhadap Layanan Peradilan

2 | Peningkatan Efektivitas 1 | Persentase Salinan Putusan Perkara
Pengelolaan Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan | 100%
Penyelesaian Perkara Pengaju Tepat Waktu

2 | Persentase Salinan Putusan Perkara | 100%
Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan
Pengaju Tepat Waktu

3 | Persentase Salinan Putusan Perkara | 100%
Pidana Khusus yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Kegiatan Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Rp. 24.592.683.000
Badan Urusan Administrasi
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 235.514.000

Pekanbaru, 2 Oktober 2023
Pihak Pertama,
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PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023



Sasaran

Strategis
1 |Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Indikator Kinerja

Persentase Perkara Perdata
yang diselesaikan Tepat Waktu

Target Realisasi
96% 100%

Capaian

104,2%

Transparan, dan
Akuntabel

Persentase  Perkara Pidana
yang diselesaikan Tepat Waktu

96% 100%

104,2%

Persentase Perkara Pidana
Khusus yang diselesaikan
Tepat Waktu

100% 100%

100,0%

Persentase ~ Perkara  Yang
Tidak Mengajukan  Upaya
Hukum Kasasi

40% 42,50%

106,3%

Index Persepsi Stakeholder
yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan

96% 98,15%

102,2%

Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

103,4%

2 |Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian

Persentase  Salinan Putusan
Perkara Perdata yang dikirim
ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu

100% 100%

100,0%

Perkara

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu

100% 100%

100,0%

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana Khusus yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu

100% 100%

100,0%

Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

100,0%

Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2

101,7%

. Pekgnbaru, 8 Januari 2024

¥ K /

a Pengadilan Tinggi Riau,




LAMPIRAN 7 :

PENGUKURAN KINERJA PERIODE
TRIWULANAN



PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN |

TAHUN 2023
Sasaran S e e G
S Indikator Kinerja Target  Realisasi Capaian
Terwujudnya Persentase Perkara Perdata] 96% 100% 104,2%
Proses Peradilan yang diselesaikan Tepat Waktu
yang Pasti,
Transparan, dan -
Persentase Perkara Pidanal| 96% 100% 104,2%
Akuntabel g : ’
yang diselesaikan Tepat Waktu
Persentase Perkara Pidana| 100% 100% 100,0%
Khusus yang diselesaikan
Tepat Waktu
Persentase =~ Perkara  Yang| 40% 55,25% 138,1%
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
Index Persepsi Stakeholder| 96% 98,11% 102,2%
yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 109,7%
Peningkatan Persentase Salinan Putusan| 100% 100% 100,0%
Efektivitas Perkara Perdata yang dikirim
Pengelolaan ke Pengadilan Pengaju Tepat
Penyelesaian Waktu
Perkara 2 |Persentase Salinan Putusan| 100% 100% 100,0%
Perkara Pidana yang dikirim
ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu
3 |Persentase Salinan Putusan| 100% 100% 100,0%
Perkara Pidana Khusus yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 100,0%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2 104,9%
_Pelkapbaru, 5 April 2023
4 ﬂe;f’_t’gadiian Tinggi Riau

ot &

' Mohammad Idroes



PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

TAHUN 2023
Sasaran S R e i S
Strate sia Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 [Terwujudnya 1 [Persentase Perkara Perdata] 96% 100% 104,2%
Proses Peradilan yang diselesaikan Tepat Waktu
yang Pasti,
Transparan, dan -
Akuntpabel 2 |Persentase Perkara Pidana|] 96% 100% 104,2%
yang diselesaikan Tepat Waktu
3 |Persentase Perkara Pidana| 100% 100% 100,0%
Khusus yang diselesaikan
Tepat Waktu
4 |Persentase Perkara Yang Tidak| 40% 54,63% 136,6%
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
5 {Index Persepsi Stakeholderf 96% 97,39% 101.4%
yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 109,3%
2 |Peningkatan 1 [Persentase Salinan Putusan| 100% 100% 100,0%
Efektivitas Perkara Perdata yang dikirim
Pengelolaan ke Pengadilan Pengaju Tepat
Penyelesaian Waktu
Rorkara 2 |Persentase  Salinan Putusan| 100% 100% 100,0%

Perkara Pidana yang dikirim
ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu

3 |Persentase Salinan Putusan| 100% 100% 100,0%
Perkara Pidana Khusus yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu

Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 100,0%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2 104,6%

Pekanbafu,\S Jull 2023




PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN Il

TAHUN 2023
S e Indikator Kinerja Target Realisasi Capai:
Strategis i APy
1 |Terwujudnya 1 [Persentase Perkara Perdata] 96% 100% 104,2%
Proses Peradilan yang diselesaikan Tepat Waktu
yang Pasti,
Transparan, dan -
Akuiiitabal 2 |Persentase Perkara Pidana|] 96% 100% 104,2%

yang diselesaikan Tepat Waktu

3 |Persentase Perkara Pidana] 100% 100% 100,0%
Khusus yang diselesaikan
Tepat Waktu

4 [Persentase = Perkara  Yang 40% 47,92% 119,8%

Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

5 |Index Persepsi Stakeholder| 96% 97.,73% 101,8%
yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 106,0%
2 [Peningkatan 1 |Persentase Salinan Putusan| 100% 100% 100,0%
Efektivitas Perkara Perdata yang dikirim
Pengelolaan ke Pengadilan Pengaju Tepat
Penyelesaian Waktu
Perkara 2 |Persentase Salinan Putusan| 100% 100% 100,0%

Perkara Pidana yang dikirim
ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu

3 |Persentase Salinan Putusan| 100% 100% 100,0%
Perkara Pidana Khusus yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju

Tepat Waktu
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 100,0%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2 103,0%

Gl baru, 2 Oktober 2023

N

ofly&Pengadilan Tinggi Riau,



PENCAPAIAN KINERJA BULAN TRIWULAN IV

TAHUN 2023
Sasaran i o ' ' Ll .

2 Stiatents Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
1 |Terwujudnya 1 |Persentase Perkara Perdata] 96% 100% 104,2%

Proses Peradilan yang diselesaikan Tepat Waktu

yang Pasti,

Transparan, dan - ~ = =

Akusitibol 2 |Persentase Perkara Pidana| 96% 100% 104,2%

yang diselesaikan Tepat Waktu

3 |Persentase Perkara Pidana] 100% 100% 100,0%
Khusus yang diselesaikan
Tepat Waktu

4 |Persentase  Perkara  Yang| 40% 47,45% 118,6%

Tidak Mengajukan  Upaya
Hukum Kasasi

5 |Index Persepsi Stakeholder| 96% 98,15% 102,2%
yang Puas Terhadap Layanan
Peradilan
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 105,8%
2 |Peningkatan 1 |Persentase Salinan Putusan| 100% 100% 100,0%
Efektivitas Perkara Perdata yang dikirim
Pengelolaan ke Pengadilan Pengaju Tepat
Penyelesaian Waktu
Perkara 2 |Persentase Salinan Putusan| 100% 100% 100,0%

Perkara Pidana yang dikirim
ke Pengadilan Pengaju Tepat
Waktu

3 |Persentase Salinan Putusan| 100% 100% 100,0%
Perkara Pidana Khusus yang
dikirim ke Pengadilan Pengaju
Tepat Waktu

Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 100,0%
Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2 102,9%

..\ Pekanbaru, 8 Januari 2024
/" Katua Pengadilan Tinggi Riau,




LAMPIRAN 8 :

CHECKLIST REVIU




CHECKLIST REVIU

No

Pernyataan

Check list

Format

Laporan Kinerja (LKj) telah
menampilkan data penting IP.

LKj telah menyajikan informasi target
kinerja.

LKj telah  menyajikan  capaian
kinerjalP yang memadai.

Telah menyajikan dengan lampiran
yang mendukung informasi padabadan
laporan.

Telah menyajikan upaya perbaikan ke
depan.

Telah menyajikan akuntablitas
keuangan.

\/'

Mekanisme

penyusunan

LKjIP disusun oleh unit kerjayang
memiliki tugas fungsi untuk itu.
Informasi yang disampaikan
dalamLKjlP telah didukung dengan
data yang memadai.

Telah terdapat mekanisme
penyampaian data dan informasi
dariunit kerja ke unit penyusun LKj.
Telah ditetapkan penanggungjawab
pengumpulan data/informasi di setiap
unit kerja.

Data/informasi kinerja yang
disampaikan dalam LKj telahdiyakini
keandalannya.

Analisis/penjelasan dalam LKj telah
diketahui oleh unit kerja terkait.

LKj IP bukan merupakangabungan unit
kerja di bawahnya.



Lenovo
Text Box
CHECKLIST REVIU


Substansi

Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai
dengan tujuan/sasaran
dalamperjanjian kinerja

11.

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah
selaras dengan rencana strategis

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak,
maka terdapat penjelasan
yangmemadai

4. Target Indikator Kinerja

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai
dengan target indikator
kinerjatujuan/sasaran dalam
perjanjian kinerja.

6. IKU pada LKj telah sesuai
dengandokumen IKU yang ditetapkan

7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak,
maka terdapat penjelasan
yangmemadai.

8. Telah terdapat perbandingan data
kinerja dengan tahun lalu, standar
nasional dan sebagainya
yangbermanfaat.

9. IKU dan IK telah cukup mengukur
tujuan/sasaran.

10. Jika “tidak” telah terdapat

penjelasanyang memadai.
IKU dan IK telah SMART.




LAMPIRAN 9 :
SK TIM PENYUSUN LkjIP TAHUN 2023



e

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU
NOMOR: 19 /KPT.W4-U/RA1.1/1/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN TINGGI RIAU

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah guna
memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan
keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam
lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan
mampu untuk melaksanakan tugas ini;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Riau tentang Pembentukan Tim
Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Tahun 2023

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan;

Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN.11.2008 Tahun 2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan ...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

B

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi
Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023 PENGADILAN
TINGGI RIAU

Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah  (LKjIP) Tahun 2023 dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan
Ketua Pengadilan Tinggi Riau.

Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk
mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan
tugas sampai dengan bulan Maret tahun 2024

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksaan dari
keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Riau
Tahun Anggaran 2024

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimanan mestinya




LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Nomor : 19 /KPT.W4-U/RA1.1/1/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI RIAU

NO JABATAN DALAM TIM NAMA
1 | Penanggung Jawab Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.
2 | Koordinator Validasi Data Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.
3 | Ketua JON EFFREDDI, S.H., M.H.
4 | Sekretaris R. SENO SOEHARJONO SANTOSO, S.H., M.H.
5 | Anggota T. YUDIANTO SYAFEI NARIM, S.IP., S.H., M.M.
ROBY HIDAYAT, S.T.
I.LA.N RATNAYANI, S.H., M.H.
M. JAMALIS, S.H.
YUSNIDAR, S.H.
DIYAH FAJAR SARI, S.H, M.H.
DERSIMA HARAHAP, S.E.
MUHADI, S.E.
ROMA TUA JUWITA SIHOMBING, S.E.
6 | Tim Pereviu Laporan Kinerja ASWIJON, S.H., M.H.

JUNI DWIANTI, S.Si., M.H.

MANASE SIAHAAN, S.H., M.H.

BETHARIA OKTAVIANI, S.E.

YUDI OKTAVIANUS, S.E.

YUDHI DARMAWAN, S.E.




LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Nomor : 19 /KPT.W4-U/RA1.1/1/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PENGADILAN TINGGI RIAU

NO

JABATAN

TUGAS

Penanggung Jawab

Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan
laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun
2023 Pengadilan Tinggi Riau

Koordinator Validasi Data

Memvalidasi keabsahan data kinerja

Ketua

A. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusun
laporan kinerja sesuai dengan arah dan
kebijakan yang telah ditetapkan;

B. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas
laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan
Intern Pemerintah.

Sekretaris

Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan
Kinerja

Anggota

Mengukur Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja
serta Menganalisis lindikator Kinerja pada masing-
masing Unit Eselon I

T'im Pereviu Laporan Kinerja

Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan
bahwa laporan kinerja telah menyajikan inf ormasi
kinerja yang andal akurat dan berkualitas




LAMPIRAN 10 :

ANALISIS EFFISIENSI




SASARAN STRATEGIS 1:

ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2023

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

DATA REALISASI TAHUN 2023

Indikator Kinerja Target 2023 Realisasi 2023 Capaian Kinerja Target Realisasi Result
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu
- Perdata 96% 100% 104,2% 187 195 104,2%
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu
- Pidana 96% 100% 104,2% 701 730 104,2%
Persentase perkara Pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
- Pidana Khusus 100% 100% 100% 35 35 100,0%
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 40% 43% 106,3% 384 408 106,3%
Index responden Pengadilan Tk. | yang puas terhadap Layanan Tingkat
Banding
‘Inde).< responden Pengadilan Tk. | yang puas terhadap Layanan Tingkat 96% 98,20% 102,3% 96 98 102,3%
Banding
Rata-rata capaian kinerja fisik 86% 88% 103,4% 281 293 103,4%
Rata-rata capaian kinerja keuangan 25.986.301.000 25.966.518.908 99,9% 25.986.301.000 | 25.966.518.908 99,9%

Kesimpulan
- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 1 efektif yaitu sebesar 103,4%.
- Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,85%

- Karena capaian kinerja fisik (103%) > realisasi anggaran (99,85%), maka Sasaran Strategis 1 sudah dicapai secara Efisien.




ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2023

SASARAN STRATEGIS 2
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
DATA REALISADI TAHUN 2023

Indikator Kinerja Target 2023 Realisasi 2023 Capaian Kinerja Target Realisasi Result

Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

- Perdata | 100% | 100% | 100% | 195 | 195 | 100%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan

Pengaju Tepat Waktu

- Pidana | 100% | 100% | 100% | 730 | 730 [ 100%

Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

- Pidana Khusus 100% 100% 100% 35 35 100%
Rata-rata capaian kinerja fisik 100% 100% 100% 320 320 100%
Rata-rata capaian kinerja keuangan 235.514.000 235.503.651 100% 235.514.000 235.503.651 100%
KESIMPULAN

Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 2 efektif yaitu sebesar 100%.
Realisasi Anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 100%
Karena capaian kinerja fisik (100%) = realisasi anggaran (100%), maka Sasaran Strategis 2 dicapai secara Efisien.






